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BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 177 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan
Peraturan Bupati Garut Nomor 67 Tahun 2019 tentang
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2019-2024;

b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut
Nomor 67 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan  Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1850 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman vyang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stahilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman vang Membahavakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);



8.

10.
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12.

13.

14.

135.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD] Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);



Menetapkan

16.

I'F.

18.

19;

20.

21.
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Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012
tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Garut- (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut
(Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 67
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2019-2024.
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Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 67 Tahun 2019 tentang
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2024
(Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 67) diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal I1
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021

BUPATI GARUT,
ttd

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

ttd

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 177



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 177 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 67
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH TAHUN 2019-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah menerapkan
ketentuan mutatis mutandis, sebagaimana diatur dalam Pasal 342 ayat
(1) huruf ¢ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,
mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi,
konflik sesial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau
perubahan kebijakan nasional.

Proses penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Garut Tahun
2019-2024 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan
Rancangan Awal Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan
Renstra, dan telah dimulai sejak penyusunan Rancangan Awal RPJMD
Perubahan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Memasuki tahun
ketiga pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Garut Tahun 2019-2021,
telah dilakukan evaluasi yang menghasilkan rekomendasi untuk
melakukan perubahan Renstra.

Perubahan kebijakan nasional pada lingkup peraturan
perundang-undangan terkait perencanaan dan keuangan daerah, serta
penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi dasar normatif yang
perlu dipenuhi. Indikator Kinerja Daerah penunjang urusan
pemerintahan dalam bidang Bencana yang tercantum dalam
Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 menjadi acuan
yang perlu ditindaklanjuti dalam Indikator Kinerja Utama dalam
Renstra Perubahan BPBD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.
Tantangan dan gagasan baru menjadi perhatian dalam perumusan
Perubahan Renstra ini dalam mengantisipasi penambahan fungsi



BPBD ke depan, dan perannya dalam berbagai struktur organisasi
kelembagaan penanggulangan bencana di Kabupaten Garut, serta
pengembangan inovasi dan digitalisasi seluruh pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi. Oleh karena itu penyusunan perubahan Renstra
BPBD menjadi penting untuk dilakukan secara komprehensif dalam
menuangkan seluruh perubahan dan kondisi yang perlu diantisipasi
dalam tugas dan fungsi perencanaan pembangunan ke depan.

Selanjutnya hal lain yang mendasari perubahan Renstra
adalah kondisi terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-
19 yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Sejak
ditetapkannya sebagai pandemi, pertambahan kasus positif di
Indonesia maupun Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan
meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan
persebaran semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat
besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan
penganggaran pembangunan daerah.

Kabupaten Garut terletak pada koordinat £°5649" - 7°45'00”
Lintang Selatan dan 107°25’8" - 108°7°30" Bujur Timur. Berdasarkan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kabupaten Garut memiliki
wilayah seluas 3.107,05 km2 (310.705 ha). Kecamatan Cibalong
merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 21.633 ha atau
6,96%, sedangkan Kecamatan Tarogong Kidul merupakan wilayah
terkecil dengan luas 2.057 ha atau 0,66% dari wilayah Kabupaten
Garut. Secara administratif, Kabupaten Garut terdiri dari 42
kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa, dengan jumlah penduduk
Kabupaten Garut sebanyak 2.514.515 jiwa terdiri dari laki-laki
1.285.225 jiwa dan perempuan sebanyak 1.229.290 jiwa,

Kabupaten Garut merupakan salah satu Kabupaten di
Indonesia dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Seluruh wilayah
Kabupaten garut termasuk kedalam wilayah rawan bencana
berdasarkan  kondisi geografis, geologis, klimatologis dan
demografisnya. Berdasarkan dokumen Indeks Risiko Bencana
Indonesia (IRBI) vang diterbitkan oleh Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), Kabupaten Garut menduduki
urutan ke 14 dengan skor 205,52 pada tahun 2020.

I3



Kejadian bencana yang sering terjadi di Kabupaten Garut
adalah pergerakan tanah (longsor) dan banjir tercatat dalam tiga
tahun terakhir terdapat 160 kejadian longsor atau pergerakan tanah
di Kabupaten Garut. Kejadian bencana banjir bandang tahun 2016
menjadi titik balik. Selain itu, yang harus diwaspadai oleh Pemerintah
Kabupaten Garut yaitu bencana alam Gempa Bumi dibawah dasar
laut yang menimbulkan gelombang pasang laut dan Tsunami
merupakan salah satu potensi bencana alam yang dapat melanda
wilayah pesisir sepanjang pantai wilayah kabupaten Garut. Juga
perlu diwaspadai ancaman letusan Gunung berapi Gn. Papandayan
dan Gn. Guntur serta bencana kekeringan yang sering melanda
beberapa wilayah di Kabupaten Garut dan tidak menutupi
kemungkinan terjadinya bencana non alam seperti akibat kegagalan
Teknologi, Epidemi dan Wabah penyakit serta bencana lainnya.
Seperti terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang
telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Sejak ditetapkannya
sebagai pandemi, pertambahan kasus positif di Indonesia maupun
Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan meningkat, dengan
terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin
meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap
berbagai sektor termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah.

Untuk menghadapi potensi dan kompleksitas bencana di
wilayah Kabupaten Garut di masa mendatang dengan lebih baik
diperlukan suatu rencana yang sifatnya terpadu, terkoordinir dan
menyeluruh, baik dalam keadaan saat tidak terjadi bencana, saat
terjadi bencana, maupun setelah terjadi bencana.

Upaya Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut menyajikan gambaran
rinci tentang perubahan Rencana Strategis (Renstra) lima tahun
kedepan, periode tahun 2019 — 2024, sesuai masa bakti Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Garut terpilih, sebagai penjabaran lebih
lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Garut, 2019 - 2024 yang disusun berdasarkan



Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana disampaikan

pada masa dan proses pemilihan.

Perubahan Renstra BPBD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

akan menjadi dasar penyusunan Renja Tahun 2022, Tahun 2023 dan
2024.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dilakukan
berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistern Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4410);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nemor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
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12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



14.

15.

16.

E7.

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tata  Cara  Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun
2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011
Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomer 29
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Garut Indonesia Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);



19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun
2016 Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang

21,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016
Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun
2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun
2019 Nomor 139);



Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan daerah, RPJMD
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen
perencanaan lainnya. Hubungan antara Perubahan RPJMD
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan dokumen lain yang
relevan diantaranya RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Daerah lain
yang berbatasan, RPJPD, RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW
kabupaten, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Rencana

Pembangunan Sektoral lainnya.



1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Maksud penyusunan perubahan Renstra BPBD Kabupaten
Garut tahun 2019-2024 adalah meningkatkan kualitas
perumusan perencanaan pembangunan untuk mencapai
target indikator yaitu meningkatnya ketangguhan terhadap
bencana dalam mengurangi risiko bencana di Kabupaten
Garut sehingga menghasilkan perencanaan yang terpadu,
akuntabel, berbasis inovasi dan kolaborasi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra BPBD Kabupaten
Garut tahun 2019-2024 adalah merumuskan perencanaan
pembangunan dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintah
Kabupaten Garut sesuai Perubahan RPJMD Kabupaten
Garut Tahun 2019-2024, dalam rangka sinergi tupoksi
BPBD selaku penyelenggara penanggulangan bencana di
Kabupaten Garut.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis BPBD Kabupaten Garut disusun
dengan pokok bahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Memuat gambaran latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024,

BAB Il GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi
perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah,
kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan
dan Peluang pengembangan pelayanan perangkat
daerah.
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BAB 111

BAB IV

BABV

BAB VI

BAB VII

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

Memuat indentifikasi permasalahan berdasarkan
tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah,
telaahan terhadap visi dan misi, dan program kepala
daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan
terhadap Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan
Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan

isu-isu Strategis.

TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah
Perangkat Daerah yang mengacu kepada tujuan dan
sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam
RPJMD.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi rumusan pernyataan strategi dan arah
kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun
mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah
kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang
dalam RPJMD.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
Perangkat Daerah tahun 2019-2024.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIl PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGHKAT DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut
dibentuk pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Garut.

Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Garut berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 109
Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pelaksana Badan

Penanggulangan Bencana Daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut
dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas
otonomi dan tugas pembantuan di bidang penanggulangan bencana
mempunyai tugas pokok :

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,
penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstrulksi secara adil dan
sesuai;

b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-
undangan,;

c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan
bencana;

d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada
Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat
dalam kondisi darurat bencana;

f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran vang diterima

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
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h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas di atas, Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Garut mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana

dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat,

efektif dan efisien; dan

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana

secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
Kepala Pelaksana
Tugas

1I

Uraian tugas Kepala Pelaksana adalah sebagai berikut:

a.

merumuskan bahan kebijakan teknis penanggulangan
bencana;

menyelenggarakan koordinasi dan pemberian komando
terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana;
menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
sesuai dengan lingkup tugasnya;

menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
capaian kinerja Kepala Pelaksana; dan

melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi
Dalam  menyelenggarakan tugas, Kepala Pelaksana

mempunyai fungsi:

.

b.

perumusan bahan kebijakan teknis penanggulangan
bencana;

penyelenggaraan koordinasi dan pemberian komando
terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana;
penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan
capaian kinerja Kepala Pelaksana.
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Kepala Pelaksana membawahkan:

a. Sekretariat;

b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
c. Bidang Kedaruratan dan Logistik;

d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
e. Kelompok Jabatan fungsional; dan

f. Satgas.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi BPBD Kabupaten Garut terdiri dari:
a. Kepala;

b. Unsur Pengarah; dan
c. Unsur Pelaksana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Garut, Susunan organisasi Unsur Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut
terdiri atas Kepala Pelaksana, Sekretaris dan tiga bidang
yvaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang
Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 terdiri dari :

a. Kepala Pelaksana.
b. Sekretaris, membawahi :
b.1. Sub Bagian Umum ;
b.2. Sub Bagian Keuangan ; dan
b.3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
¢. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
c.1l. Seksi Pencegahan ; dan
c.2. Seksi Kesiapsiagaan.
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d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :

d.1. Seksi Kedaruratan ; dan

d.2. Seksi Logistik,
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :

e.l. Seksi Rehabilitasi ; dan

e.2. Seksi Rekonstruksi.
f. Jabatan Fungsional.

g Satuan Tugas.

Bagan Struktur Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Garut

tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAFRAH
KABUPATEN GARUT
KEPALA PELAKSANA
Sekretaris
I ===
Bagian Sub. Bagian Sub, Bagjan
Suﬁnﬁﬁl ngE;g;.n Fmp?:.;?ﬂ] &
[ |
Bidang Bidang Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kedaruratan dan Logistik Rehabilitasi dan Rekonstruksi

T

Scksi Pencegahan

Scksi Kadaruratan

Seksi Rehabilitasi

|

Seksi Kesiapsiagaan

Seksi Logistik

Seksi Rekonstruksi
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2.1.3. Pusdalops

Pusdalops mempunyai tugas pokok memberikan dukungan
kegiatan pada saat sebelum bencana (pengumpul, pengolah, penyaji
data dan informasi kebencanaan) secara rutin, memberikan
dukungan pada posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan
Darurat, memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana
terjadi (penyedia data dan informasi khususnva dalam pelaksanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi).

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, pusdalops mempunvai

fungsi:

a. Fungsi penerima, pengelola dan pendistribusi Informasi
Kebencanaan.

b. Fungsi penerima, pengolah dan penerus peringatan dini kepada
instansi terkait dan masyarakat.

c. Fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator pengerahan sumber
daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat
tepat, efisien dan efektif.

d. Fungsi koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan
penanggulangan bencana.

e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya BPBD Kabupaten Garut

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPBD
Kabupaten Garut sampai dengan bulan April 2021 memiliki Sumber
Daya Aparatur sebanyak 27 orang PNS, 3 orang TKK dan 25 orang
Pusdalops.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Ketersediaan potensi sumber dava manusia aparatur serta
yang memadai merupakan salah satu prasarat penting dalam
pencapaian sasaran Kkinerja organisasi. Terkait dengan data
kepegawaian, aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
pada Tahun Renstra tercatat sebanyak 55 orang, PNS sebanyak 27
orang, TKK sebanyak 3 orang dan pusdalops sebanyak 25 orang.
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Data kepegawaian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah
berdasarkan golongan/pangkat/eselon dapat dilihat pada Tabel di

bawah ini :
Tabel 2.1
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan / Eselon
No. ESELON JUMLAH KET. ‘
1. II'b 1 Orang Kepala Pelaksana
2. Il b I Orang Sekretaris
3. Il b 3 Orang Kepala Bidang
4, IVa 3 Orang Kasubag
0; IVa 6 Orang Kepala Seksi
6. Kelompok Jabatan - Belum terbentuk
Fungsional

= l=Ea s
X% ol 1

T

‘ Sumber Agustus 202

Tabel 2.2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan /| Ruang

No. | GOLONGAN / RUANG | AGUSTUS 2021 KET.
1. IV/e -

3 IV/b 1 Orang

3 IV/a 2 Orang

S. m/d 6 Orang

6. Il/c 4 Orang

i & /b 2 Orang

8. l/a 3 Orang

9. I/d 5 Orang

10. Il/c 3 Orang

11. /b -

12. [I/a 1 Orang

12, 1/d -

1. TKK 3 Orang

o SATGAS 25 Orang

17



Tabel 2.3
Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO. PENDIDIKAN PNS TEKK
1. SD - =
% SLTP - -
3. SLTA S Orang 2 orang
4, D1/ D2 - -
5. SARMUD/D3 1 Orang -
6. SARJANA S - 1 17 Orang "
& S-2 3 Orang 1 orang
8. 3-3 1 Orang [ -
Sumber Agustus 2021
Tabel 2.4
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
NO. JENIS KELAMIN PNS TKK
8 Pria 20 Orang 2 Orang
2, Wanita 7 Orang 1 Orang

Sumber Agustus 2021

Didasari bahwa kualitas Sumber Daya Manusia pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut hingga saat ini
masih  belum  memadai dibandingkan dengan tuntutan
profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu,
dipandang perlu diselenggarakan pendidikan dan latihan, baik yang
bersifat feknis, operasional, penjenjangan, maupun pendidikan

formal yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.



2.2.2. Sarana Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas di samping didukung
oleh sumber daya manusia dan dana yang memadai, perlu juga
dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang. Adapun sarana
prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana yang Dimiliki BPBD Kabupaten Garut

1 SN RAKANG JUMLAH | KETERANGAN
NO NAMA BARANG BAIK KURANG | RUSAK
BAIK
1 Kendaraan Roda Empat 17 1 o 18 Satu (buah)
Kendaraan Aset
BFBD Provinsi
2 Kendaraan Roda Dua 22 o 2 249 1. Satu (Buahj
Kendarnan Aset
BPBD Provinsi
2. Dug( Buah)
) Asel BNPB
3 PC Unit ] 0 3 12
4 Printer (Peralatan Personal 12 o 16 B
Komputer| .
5 Handy Talky (5T) = ] 1 80
& Note Book 18 i} 0 18
_? Lavar Film/Projector 3 0 1 4
g Filing Cabinet Besi 11 0 _Fl 11
g - 1 a i
Monitor
10 Telovisi 3 o [a] 3 )
11 1 Kamera 1 (8] 0 1
ke Muluscan Proyector - & e 0 =
" Unit Tranceiver UHF Portable : 9 o ]
1% GCPS Receiver 1 " & 3
-
15 | Mesin Absensi = __ % 3 »
16 ¥ (
Tenda 1 4] 4 41
iy Tempat Tidur Beai i o W =
18 bitsitng 18 0 0 18
4= Water Treatment {Mesin Proseg| 1 0 v i
Unit Power Supply 5 e 1 9
21 Handy C 2 4] ] 2
Microphone, Wirelesa MIC ¥ % = :
<3 Kasur/Spring Bad 5 e ¥ °
+ Lemar: Es ; " - :
25 Pussigist. Air 21 o 2 l 23
o6 0 o 1 |
Mesin Ketik Manual Langewagon |
_— {18-27 Inci o
#T | Lemari Besi/Metal & & ¥ 2
, Kursi Putar - i 4
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29 | Kursi Kerja Pejabat Esélon IV 2 e e 3
30 Tal Gas 1 L] a 1
=31 Woeoor Cam {Alet Depnitd 1 9] o 1
32 Plsnerisar 3 4] 1 4
‘33 Rak Beai 10 o o} 10
34 Papen Tulis 2 v} 0 2
35 Meia Rapes 12 0o 2 14
i Meja Kerja Pejabat Esefon [I 2 g o ¥
a7 Meja Kerja Besi/Metal 4 0 0 4
=5 Kursi Lipat e B 10 es
3 | Kursi Besi/Metal a | 4 b
w Centrifugal Pump : ¢ "
# | Mesin Qergsii -y 0 0 3
s Video Equalizer Amplifier 4 i D .
43 Thermohygrometer fAlat Ukur 1 ] Q 1
Universal|
- Ballet 10 o o 10
45 Tiiiital Camisia 6 8] 0 5]
A Rt “ 0 [¥] 4
B Alat Penghancur Kertas 3 s $ 8
%8 | ac spiit g 0 9 8
49 Kinas Angin 4 o 0 4
S50 Lap Tep T 8] 0 T
3 | Meja Kerjs Peiabat Eselon 11 i ¢ o e
i Loudspealer 2 ud o -
s Rambu-rambu Permgatan e B ki (i
5 | Exhast Pan i 9 i =
& Alat Pembantu Kebakaran : @ 9 !
56 Asbak Tinggi E{ 0 L8] 3
ik Portable Water Pump - - 2 2
58 Hard Disk T 0 4] (2
56 | Lemarl Buku Arsip Untuk Arsip | 4 0 0 4
Dinamis
80 | Water Filter 2 9 a 2
B Camera Electranic 1 0 g 1
o2 Personal Computer 1 v D 1
63 Camere film 1 o o 1
©4 | Portable Qerierating Set - 9 9 s
&5 Reivir 1 0 & 3
56 | concreta Mixer/Penumbuk Beton | > d 9 5
®7 | Gesgaji Chain Saw g ¥ 9 9
68 Beanner (Peralatan Personal 2 0 o] 2
Komputer|
9 | tangiei Air 1 0 & 1
70 | Tenda Pleton = 9 o l
b | P 1 0 0 1
e Kunci Khosus Alat Angkut Apung 1 g 2 .
73 Lemari Kayu 5 4] 4] 5
T4 Rak Kayu 1 (4] o 1
k-] Brandias 1 1] Q i
6 | White Board 5 2 = 2
7 11 0 & 1F

Meja Rera Kavu
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s Meja Bundar g 2 # :

~ Meja 1/2 Biro 2 5 & a4

Re Kursi Tamu Y o - s =

81 1 0 1 2
Sofa

JUMLAH 770 1 123 894

2.3 Kinerja Pelayanan BPBD

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib
berpedoman pada standar pelayanan minimal vang dilaksanakan
secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Urusan
pemerintahan di bidang bencana merupakan salah satu kewenangan
wajib pemerintahan daerah yang penyelenggaraannya berpedoman
pada standar pelayanan minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban
Umum, dan Pelindungan Masyarakat Sub-Urusan Bencana yang
ditetapkan oleh Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal menerangkan,
bahwa Penanggulangan Bencana merupakan urusan pemerintahan
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar urusan ketenteraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018
Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, jenis
pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah Kabupaten /Kota
meliputi:
a. Pelayanan informasi rawan bencana:
b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya di
bidang peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dalam
pengurangan risiko bencana, yang fokus sasarannva diarahkan
kepada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang
Penanggulangan Bencana yang sebaik-baiknya, serta penciptaan
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masyarakat yang mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap

ancaman bencana alam, bencana sosial dan bencana lainnya.

Sasaran Pelayanan Pembangunan Bidang Penanggulangan
Bencana adalah Individu, Keluarga, Kelompok atau Komunitas

Masyarakat yang tertimpa bencana,

Sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian Tugas
BPBD Kabupaten Garut Pelayanan BPBD Kabupaten Garut dalam
penyelenggaraan penanganan bencana dapat diidentifikasikan
berdasarkan Daerah-daerah rawan bencana yang ada di Kabupaten
Garut.

Kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Garut dapat diukur dari
ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring
dengan misi yang dimiliki oleh Kepala terpilih, sebagaimana
tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
Jjangka menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran yang
dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra BPBD
Kabupaten Garut. Target pencapaian Standar Pelayanan Minimum
(SPM) sub urusan bencana tertuang dalam tabel 2.6.

Berdasarkan pendanaan pada pelayanan perangkat daerah
BPBD Kabupaten Garut, anggaran pada setiap pelayanan terdapat
perbedaan untuk setiap pelayanannya. Pelayanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan pelayanan dengan pagu
anggaran tertinggi pada rata-rata setiap tahunnya. Hal ini
dikarenakan oleh perencanaan pagu anggaran disesuaikan dengan
kebutuhan dan tingkat dana yang dibutuhkan pada setiap lavanan.
Realisasi pada setiap pelayanan berdasarkan rasio antara pagu
anggaran dan realisasi menunjukan tingkat kemerataan yang hampir

sama antar setiap pelayanan.

Pada pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota di
tahun 2020 adalah sebesar nol rupiah. Hal ini dikarenakan indikator-
indikator pelayanan kegiatan pelayanan informasi rawan bencana
dilakukan bersamaan atau beririsan dengan kegiatan pelayanan
pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
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Tabel 2.6

Target Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana

2 | Pelayanan Meninghatnya Porsentase ‘2,709,173,500 | 3,833,836,100 | 8,810,000,000 | 8,410,000,000 | B,610,000,000 | 2,600,044,500 | 2,255,407 500
pencegahan kapasitas Warga negara 00%
da ketangguhan yang
terhadap menghadapi layanan
bencana bencana ‘pencegahan
dan
kesiapsiagaan
terhadap
bencana
3 | Pelayanan Meningkatnya Persentase 100% 543,423,500 | 1,038,635,000 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 876,503,500 583,213,000
penyelamatan | penanganan WATEA TIERAra
dan evakuasi | bencana secara | yang
feorban cepat dan tepa memperoleh
bencana. layanan
penyelamatan
dan evakuasi
korban
bencana




Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

F200000000 0007124 550000000 10440000

Resiapamgaan 2709173500 | 3833835100 | BEI1OCOCOON 8412000000 | 8610000000 | 2600044500 2255407500 0959719 | 0,5832% 1475206525 | -344637000

F¥zoriamatan 543423500 | 1038635000 | 1100000000 1100000000 | 1100000000 | 543323500 583213000 1 0571147 193144125 49789500
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Target indikator kinerja BPBD Kabupaten Garut dapat dilihat pada
Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Target Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Garut

Indeks Ketahanan 5 '
4
Daerah (IKD) 0,39 poin 04 | 0,41 (0,42 | 0,43 0,44

No | Indikator Kinerja Reé"ég‘gm' Target

' 12020 | 2021 | 2022 [ 2023 [ 2024
RPJMD |

1 |Ingeks Rigtko 205,52 | 203 | 200 | 197 | 194 | 194

, Bencana

|

| RENSTRA

1.

2,

Indeks Kepuasan .
78 7 B 79 | 79,5 80
Masyarakat (IKM) RO il 2

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung
pada kemampuan manajemen organisasi tersebut, untuk membawa
organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang
senantiasa berubah secara dinamis, Oleh karena itu, analisis terhadap
lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis
terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal
maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal
diperlukan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang
dihadapi oleh BPBD Kabupaten Garut.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan
masyarakat, diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan
kredibel. Sesuai dengan mandat yang diberikan, BPBD harus
memperkuat peran dan fungsinya untuk mencapai tujuan
pembangunan daerah sesuai misi ke 3 RPJMD Kabupaten Garut
Tahun 2019-2024 yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan yang
berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang.



Namun, pada periode berjalan Renstra BPBD Kabupaten Garut
Tahun 2019-2024 ditemukan kendala-kendala dalam mewujudkan

perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Hal tersebut

dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya

di Kabupaten Garut, selain itu juga adanya perubahan Kebijakan

Nasional dalam periode paruh waktu berupa perubahan nomenklatur,

klasifikasi dan kodefikasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah,

Tantangan dan peluang pelayanan BPBD Kabupaten Garut dijabarkan
lebih lengkap pada tabel analisis SWOT berikut;

Tabel 2.9
Analisis SWOT

MEMBANTU MENGHAMBAT
KEKUATAN KELEMAHAN (WEAKNESS)
|STRENGTH)

1. Keterbatasan kompetensi SDM;

2. Keterbatasan alokasi anggaran;

3. Keterbatasan ketersediaan data

vang alkurat dan valid;
4 Keterbatasan alat analisis (simulasi)

INTBRNAL | 1, Kornitmen pimpinan untuke | YR IO Sn o o mendukun
TmEn ng sty kmmj% kn%:-rdmasi danﬂgllmmunj}msi: o
penanggulangan bencana 5. Kurangnya konsistensi pelaksanaan

rencana tata ruang sebagai acuan
perencanaan, pemanfaatan ruang
dan pengendalian pemanfaatan
ruang, lintas pemerintahan;
6. Perencanaan berbasis
penanggulangan bencana belum
| optimal;
PELUANG ANCAMAN (THREAT)
(OPPORTUNITY)

1. Komitmen pimpinan untuk 1. Tingkat risiko bencana Kabupaten
meningkatkan kinerja Garut tinggi karena merupakan
penanggulangan bencana daerah rawan bencana;
daerah; 2. HKondisi pandemi COVID-19 yang

EKSTERNAL 2 Akselerasi penggunaan mengharuskan penataan kembali

TIK secara optimal
karena kondisi pandemi
COVID-19;

program, kegiaten dan sub
kegiatan berdasarkan

arahan regulasi Pemerintah

Pusat yang akan
memudahkan proses
monitoring dan evaluasi

Penyeragaman nomenklatur

sistemn kerja supaya efektil (WFH
dan WFO);

Belum optimalnya sinergitas
penanggulangan bencana, haik
pada tingkat daerah maupun
nasional
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4. Keterlibatan akademisi
dalam perumusan
kebijakan penanggulangan
bencana secara alktif

5. Kolaborasi pentahelix
(pemerintah, masyarakat,
akademisi, pelaku usaha dan
media),




BAB 111
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah suatu Badan
yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organissi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut.

Untuk menetapkan tujuan dan sasaran penanggulangan
bencana dalam kurun waktu lima tahun ke depan, periu dilakukan
analisa isu-isu strategis dengan mempertimbangkan seluruh faktor
lingkungan internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan, serta
faktor lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman
yang dihadapi. Analisa ini diperlukan sebagai media untuk
memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui
penetapan tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai serta
strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Proses
pengidentifikasian analisis isu-isu lingkungan dilaksanakan dengan
melibatkan seluruh komponen terkait serta dokumen perencanaan

lainnya yang mendukung.
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanggulangan
bencana daerah secara garis besar berkaitan dengan penanganan
bencana dan pengurangan risiko bencana dengan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana, antara lain
perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana,
pengkoordinasian penyusunan penanggulangan bencana, dan
pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pengurangan risiko bencana.
Permasalahan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat Bidang Penanggulangan Bencana Daerah,
yaitu:

1. Sebelum Perubahan
a. Tingginya tingkat ancaman bencana alam di Kabupaten
Garut;
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b. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan dan kebijakan
dalam penanganan bencana alam,;

Kurang optimalnya sistem peringatan dini dan masih terbatas

r o

Masih rendahnya pengetahuan kebencanaan;

o

Belum optimalnya upaya pencegahan bencana alam;

.

Belum optimalnya upaya kesiapsiagaan bencana alam;

g. Tingginya tingkat kerentanan.

2. Setelah Perubahan
Bahaya
a. Meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam maupun
non alam seperti pandemi Covid-19.
b. Karakteristik geografis Kabupaten Garut yang memiliki
risiko bencana tinggi.
Kerentanan

a. Tingginya tingkat kerentanan.

Kapasitas

a. Belum optimalkan pendekatan pentaheliks dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana.

b. Masih perlu peningkatan implementasi SPM sub urusan
bencana.

¢. Masih perlu dioptimalkannya dukungan anggaran yang
memadai.
Anggaran BPBD dalam penanggulangan bencana kurun
waktu 3 tahun adalah sebagai berikut:
Tahun 2019 sebesar Rp. 43.828.957.214,- (ada bantuan
BNPB untuk penanganan pasca bencana banjir bandang).
Tahun 2020 sebesar Rp. 5.353.807.100,-
Tahun 2021 sebesar Rp. 7.720.970.000,-

d. Masih kurangnya mitigasi bencana dalam upaya pencegahan
guna mengurangi risiko ancaman bencana

e. Manajemen logistik dan peralatan yang andal. Kondisi
sekarang gudang tempat penyimpanan logistik dan
peralatan masih bersatu karena gudangnya belum tersedia.



f. Pengembangan  kapasitas merupakan kata kunci
pengelolaan bencana yang berkualitas, melalui pelatihan
peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam
penanggulangan bencana.

g. Optimalisasi penyebaran informasi dan pengetahuan ke
masyarakat, melalui teknologi informasi dan komunikasi
(seperti sosial media)

h. Kajian, Perencanaan dan Penanganan Risiko Bencana vang
berkelanjutan sebagai acuan perencanaan pembangunan.

i.  Pemulihan Pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan
berkelanjutan (build back better).

Kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

—llrag 1 i 5 ¥ L $ B ' B e I8

Gambar 3.1 Tren Kasus Covid-19 periode 26 September 2021

Tren kasus Covid-19 di Kabupaten Garut hingga 26 September
2021 pada outbreak gelombang kedua, tanda kenaikan kasus dimulai
pada tanggal 19 Mei 2021 (pasca Idul Fitri) sebanyak 65 kasus yang
puncaknya pada minggu kedua bulan Juni s.d minggu kedua Juli
2021. Angka rerata kasus bulan Juni, yaitu 275 kasus/hari yang
meningkat 8 kali lipat dibanding Mei dengan rerata 42 kasus/hari
lalu turun landai pada bulan Juli dengan 5.052 kasus atau rerata 168
kasus/hari. Kemudian, turun drastis mulai bulan Agustus dengan
ditemukan 1.125 kasus (rerata 36 kasus per hari) dan semakin turun
bulan September 2021 sebanyak 200 (rerata= 8 kasus/hari).
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Gambar 3.2 Progress Testing dan Tracing PCR Test
di Kabupaten Garut

Pengambilan Sample RT-PCR sampai dengan 22 Agustus 2021
adaalah sebanyak 68318 (rata-rata mingguan sejumlah 1.187
spesimen). Sementara RDT Antigen 38.597 atau rata-rata berkisar
1.947 specimen. Secara keseluruhan total sampel 119.036 Specimen
atau rerata 1.986 sampel. Maka, rasio tracing sampai saat ini adalah
mencapai 1:11. Angka ini sudah melewati batas minimal dari WHO ;
1.000.

Hingga 26 September 2021, total warga sudah vaksin adalah
sejumlah 708.699 orang dari total target sejumlah 1.977.713 orang
dengan presentase 25,2% sudah vaskin dosis 1 dan 10,4% sudah

vaksin dosis 2.

31



Karakteristik Geografis Kabupaten Garut yang Memiliki Risiko
Bencana Tinggi

Peta Indeks Bahaya Muiti Bencana
Kabupaten Garut
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Gambar 3.1. Peta Bahaya Multi Bahaya Kabupaten Garut

Berdasarkan peta bahaya tersebut di atas, hampir seluruh
wilayah Kabupaten Garut memiliki potensi bahaya baik dari yang
potensi rendah hingga tinggi namun, sebagian besar wilayahnya
didominasi oleh potensi bahaya sedang hingga tinggi.
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Peta Indeks Kerentanan Multi Bencana
Kabupaten Garut
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Gambar 3.2. Peta Kerentanan Multi Bahaya Kabupaten Garut

Peta kerentanan tersebut di atas menunjukan tingkat
kerentanan Kabupaten Garut terhadap bencana dari berbagai aspek.
Hampirseluruh wilayah di Kabupaten Garut memiliki tingkat
kerentanan terhadap bencana baik rendah hingga tinggi, namun
sebagian besar wilayahnya memiliki tingkat kerentanan sedang hingga
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Peta Indeks Kapasitas Multi Bencana
Kabupaten Garut
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Gambar 3.3. Peta Kapasitas Multi Bencana Kabupaten Garut

Menurut peta kapasitas multibahaya Kabupaten Garut tersebut
di atas, seluruh wilayah Kabupaten Garut memiliki kapasitas untuk

menghadapi bencana yang tinggi.




Peta Indeks Risiko Multi Bencana
Kabupaten Garut
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Gambar 3.4. Peta Risiko Multi Bencana Kabupaten Garut

Peta risiko multi bencana Kabupaten Garut menunjukan bahwa
seluruh wilayah Kabupaten Garut memiliki risiko bencana. Risiko
bencana di Kabupaten Garut didominasi oleh risiko sedang hingga
tinggi. Hal ini dikarenakan oleh sebagian besar wilayah Kabupaten
Garut memiliki tingkat bahaya dan kerentanan terhadap bencana
vang sedang hingga tinggi.
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3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

RPJMD Kabupaten Garut periode tahun 2019-2024
merupakan pelaksanaan tahap keempat atau tahap terakhir dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 -
2025 yaitu tahap vang diorientasikan pada upaya mempertahankan
dan memantapkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Garut dalam mewujudkan Garut yang Bertagwa, Maju
dan Sejahtera, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang
dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian
yang kokoh, berkurangnva kesenjangan antar masyarakat dan antar
wilayah, meningkatnya keunggulan kompetitif daerah, mantapnya
situasi kondisi daerah dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera.
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan,
tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka visi tahun 2019

-2024  yaitu "GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN
SEJAHTERA” Makna yang terkandung dalam visi tersebut sebagai
berikut :

v Bertagwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia,
menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam
kehidupan  bermasyarakat, Dberbangsa dan  bernegara
berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya
perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan
masyarakat.

v Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang
mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap
potensi sumberdaya vyang dimiliki secara optimal untuk
digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat
memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi
yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah
tinggi.

/ Sejahtera: Terwujudnya masyarakat vang sehat, cerdas dan
produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta
mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek
dalam pembangunan yang berkelanjutan.
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Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka
menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dengan
memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan
internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan
tantangan yang ada dalam pembangunan daerah maka sebagai
rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk memperjelas langkah dalam mewujudkan visi. Perumusan
rancangan teknokratik Misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-
2024 dilakukan dengan mengacu rumusan Misi Bupati dan wakil
Bupati terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak
tanggal 27 Juni 2018 yang diselaraskan dengan mis1 yang tertuang
dalam RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 sebagai
perwujudan pelaksanaan tahap keempat atau tahap terakhir dari
RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025.
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Tabel 3.1

Perumusan Misi Rancangan Teknokratik Misi RPJMD

Tahun 2019-2024
No Misi RPJPD Tahun 2005- | Misi Bupati Dan Wakil Rancangan
2025 Bupati Terpilih Tahun Teknokratik Misi
2019-2024 Saat RPJMD Tahun 2019-
Hampanye 2024
Mewujudkan kualitas Mewujudkan Mewujudkan kualitas
kehidupan masyarakat masyarakat yang kehidupan masyarakat
yang maju, sehat, agamis yang agamis, sehar,

berbudaya, serta
berwawasan ilmu dan

cerdas, dan berbudaya
(Misi 1,4, 5 Janji

tekknologi | Kampanye; Misi 1
RPJIPD)
Meningkatkan Mewujudkan pelayanan | Mewujudkan pelayanan
perekonomian berbasis | publik yang profesional | publik yang profesional
potensi daerah yang |dan amanah dan amanah disertai |
berfokus pada agribisnis, tata kelola
agroindustri, pariwisata, pemerintahan  daerah
jasa  perdagangan dan yang baik dan bersih
kelautan yang berdaya (Misi 2 Janji
saing dengan Kampanye; Misi 4
memperhatikan  kearifan RPJPD)
lokal disertai pengelolaan
sumber daya alam secara
berkelanjutan - i
Mewujudkan pemerataan | Menuntaskan Mewujudkan
pembangunan yang | kemantapan pemerataan
berkeadilan sesuai daya | infrastruktur  secara pembangunan yang
dukung dan fungsi ruang merata berkeadilan serta
kemantapan
infrastruktur sesuai

daya dukung dan daya
tampung  lingkungan

serta  fungsi  ruang
(Misi 3 Janji
Kampanye; Misi 3
RPJFPD)

Mewujudkan tata kelola Meningkatkan kualitas | Meningkatkan

pemerintahan daerah yang
baik, bersih dan
berkelanjutan

pendidikan yang
unggul

kemandirian ekonomi
masyarakat berbasis
potensi lokal dan
industri pertanian
serta pariwisata yang
berdaya saing disertai
pengelolaan sumber
daya alam secara
berkelanjutan (Misi 6
Janji Kampanye; Misi 2
RPJPD)

Meningkatkan
jangkauan dan kualitas

pelayanan  kesehatan

yang prima
| Meningkatkan
kemandirian ekonomi
masyaralkat berbasis
potensi  lokal dan
industri J
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Hasil rumusan rancangan teknokratik misi pembangunan
jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
sebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis,
sehat, cerdas, dan berbudaya,

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Bertaqwa, maka upaya
yang dilakukan melalui misi kesatu diarahkan untuk mewujudkan
kehidupan masyarakat yang agamis dengan membangun sumber
daya manusia yang memiliki akhlak mulia, dan menjunjung nilai-
nilai luhur agama dan budaya. Pembangunan modal sosial
masyarakat dilakukan berlandaskan pada penerapan nilai
keagamaan dan nilai luhur budaya daerah untuk mendorong
meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan,,
yang akan dilakukan melalui penguatan peran masjid, pesantren,
guru ngaji dan lembaga pendidikan keagamaan dan kualitas
manajemen pengelolaanyva disertai upaya membangun nuansa
akhlaqul karimah di lingkungan pemerintah dan masyarakat dan
optimalisasi gerakan “Maghrib Mengaji”. Sehingga masjid didorong
untuk berperan sebagai pusat pemberdayaan dan pusat
peradaban umat,

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Maju, maka upaya
vang dilakukan diarahkan untuk mewujudkan kehidupan
masyarakat yang unggul memiliki tingkat pendidikan dan
kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing ditunjang adanya
akses terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat yang
berkualitas, terpadu, adil dan merata di seluruh lapisan
masyarakat. Melalui misi ini, akan dilakukan peningkatan kualitas
infrastruktur pendidikan, budaya dan olahraga yang unggul dan
berprestasi  diantaranya  melalui peningkatkan  kualitas
infrastruktur pendidikan, bantuan sarana dan prasarana kesenian
dan kebudayaan untuk komunikasi seni budaya, menuntaskan
pembangunan sarana olahraga dan seni budaya ciateul sesuai
standar nasional, bantuan sarana dan prasarana olahraga di tiap
RW, dan penghargaan untuk atlet, siswa, mahasiswa, seniman
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dan budayawan yang berprestasi. Dalam rangka mewujudkan visi
Garut yang Sejahtera, maka akan dilakukan upaya untuk
meningkatkan pelayanan kesehatan yang cepat, dekat, mudah dan
terjangkau, diantaranya melalui membangun 3 rumah sakit baru
tipe pratama, penambahan kuota Jaminan kesehatan, pembinaan
mental tenaga kesehatan yang professional dan meningkatkan
mutu pelayanan puskesmas. Dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan masyarakat, maka ditunjang pula dengan upaya
penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, keadilan dan
kesetaraan Gender serta pemenuhan hak Anzak,.

Disamping itu, melalui misi kesatu ini akan dilakukan upava
untuk mencapai ketentraman, ketertiban umum, kesadaan politik

dan hukum.

Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah
disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Maju dan Sejahtera
maka melalui Misi kedua ini dilakukan upaya peningkatan
kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewljudkan
pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata
pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan
kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik
yang profesional dan amanah disertai adanya inovasi dan
kolaborasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan
pelayanan publik.

Upava yang akan dilakukan untuk mewujudkan pelayanan publik
yang profesional dan amanah, diantaranya adalah mendorong
adanya pelayanan publik secara mudah, cepat dan tuntas,
pembinaan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparatur untuk
mewujudkan pemerintahan yang profesional dan amanah,

mewujudkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan reformasi birokrasi ditujukan untuk menciptakan
birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik
adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN,
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mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan

memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi
meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan yaitu organisasi,
tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya
manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik,
dan pola pikir.

Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta
kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya

tampung lingkungan serta fungsi ruang.

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Maju dan Sejahtera,
maka melalui misi ketiga ini ditujukan untuk terwujudnya
penyediaan infrastruktur dasar secara merata yang mampu
mendorong percepatan ekonomi, sosial dan budaya. Upaya yang
akan dilakukan untuk menuntaskan kemantapan infrastruktur
secara merata diantaranya menuntaskan 100% kemantapan jalan,
jembatan dan infrastruktur lainnya; membangun jalan baru untuk
mengurai titik rawan kemacetan; menuntaskan pembangunan dan

renovasi gedung kantor kecamatan, dan UPT dinas.

Melalui misi ketiga ini juga akan dilakukan upava-upaya
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pemenuhan
air minum layak dan sanitasi perumahan dan pemukiman yang
sehat dan nyaman, kualitas perumahan, prasarana dan sarana
kawasan pemukiman, pengelolaan irigasi, konservasi dan
ketangguhan terhadap bencana banjir dan kekeringan, kualitas
dan akses pelayanan lingkungan hidup, serta, pengendalian
pemanfaatan ruang dan ketangguhan terhadap bencana.

Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis
potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang
berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara
berkelanjutan.
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3.3

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Maju dan Sejahtera
maka melalui Misi keempat ini akan dilakukan upaya untuk
memantapkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi
kerakyatan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan
lokal dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah.

Melalui misi keempat ini akan didorong peningkatan kualitas
ketahanan pangan dan gizi masyarakat, peran ekonomi
kerakyatan terhadap kemandirian ekonomi lokal, kontribusi sektor
pariwisata dan kebudayaan sebagai lokomotif perekonomian

daerah, serta realisasai investasi daerah.

Telaahan Terhadap Kementerian/Lembaga

(Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi Jawa Barat)

Visi dan Misi BNPB

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019, visi adalah rumusan
umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
perencanaan periode.

Sesuai dengan arahan presiden pada Sidang Kabinet Paripurna
tanggal 24 Oktober 2019, maka tidak ada visi dan misi
kementrian/lembaga. Visi dan misi seluruh kementrian/lembaga
dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi
dan misi presiden. Visi presiden 2020-2024 vaitu “Terwujudnya
Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong”.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian
tidak terpisahkan dari rencana pembangungn jangka menengah
nasional (RPJMN) 2020-2024. Oleh karena itu, Visi BNPB 2020-
2024 sejalan dan mendukung visi presiden 2020-2024. Visi BNFB
2020-2024 adalah “BNPB yang andal dan profesional
mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung
terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian berlandaskan gotong rovong”.



Untuk itu, Misi BNPB dirumuskan sebagai berikut :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui
pengurangan risiko bencana;

2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal:

3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana,
terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Upaya pencapaian misi pembangunan  tersebut
diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar kementerian,
lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah,
serta masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan
dalam BNPB sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja
yvang direncanakan.
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Tabel 3.2
Telaahan Renstra BNPB

L]

Sasaran langhka Menengah Ranstra Bl Pa

Parmasalanan Pelayanan

Faktor

Penghambat

Peidoioig

3

a

5

Terwujudnys  hesadaran,  kestapan  dan
kemampuan {pemerintah  dan  masyarakai)
dalam  upaya penanggulangan bencana dan
penanggtitangan bencana melajul peninghatan
kapasitas ditingkat pusat dan dasrsh,

Terwujudnya ststemn persnganan kedaruratan
bencana yang efekti melalui  pemingkatan
koardinas| penAnganan kedaruratan,
peningkatsn satana dan prasarana pendukung
serta peningkatan sistem loglstik dan peralatan
penanggulangan bencana

yang efektif dan efizian

Terwuludnya  upsya  rehsbilitmsi  dan
rekonatmisi vang febih baik dibanding sebelum
bencana, melslul  peninghatan  kapasilas
perencanaan fehabilitas || dan rekonstruksi yang
handal, peningkatan koordinasi pelsissnasn
SEMa  pengarusulamaan  pengurangsn  risiko
bercana dalam setiop kegiatan rehabilitasi dan
rekonstiuks|  dalam  rangka  pembangunan
herhelanjutan.

s felum memadainya kinerfa aparat dan helembagaan

penanggulangan bencana.

Dalam penyelengearaan kegiatan t2nggap daruest, masalah

yang dihadagpl antara fain adalah;

1. Belum terbentuknya kelembagaan penangeulangan
benconi di dasrah; dan

2. Masih tingginya keterganmiungsn pendansan bantUan
tanggap darurat dir bantuan kemanusiasn kepada
pemeriniah pusat.

Selanjutnya  masalah  yang  dibadapl dalam  upaya

rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkens dampak

bencana antara laih adalah

1. Basis date yong tidak  termutakhirkan  dan
teradministiasi secara reguler;

2. Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencans yang
tidak akirat;

1. Weterhatasan peta wiliyah yang  meonyebablan
terhambistiga pelaksanaan analiss kerusakan spaslal:

A, Koordinasi penilsian kensakan dan kerugian seria
perentanaan  rehabilitas) dan  rekonstrubs!  yang
Tefpimat; serta

5. Keterbatasan alokas) pendanaan bagi rehebilllas| dan
rekonst tubsl yang bersumber dar pemerintah daerat

= Belum memadaingg prosedur dan megulasl sebagat
pedoman penyelenggarasn penanganan bencana o
Indonesia termasuk belom terpenubings  sslurub
amanah sturan dan regulasi yang  dlkehendaki
Undang-Lindang Marmor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bancana

# Maslh tesebar don belom terbangun  Sitem
Informasl  dan  komuntkas) kebancanaan  secars
terpadis dan terint egrasi

® Rurang temodiamya anggaran yang memasdal dalam
rangka penanggulangan bencana

® Kurang terpadunys penyelanggaraan penangaian
bencana dan masil berjalon secara soldoral

# Belum  optimalngs  koomdines)  pelaksanaan
penanggulangan bercana -

* Maslh terbataseya sarana dan prasarana dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana

* Pelum sepenufinyag penyelenggarasn  penanganan
bencana di Indonesia dilaksanakan sesual dongan LI
Nomot 24 Tahun 2007 terutama uruk kewesnangan.
kmuenangan  yang  sebelumnya sudah  ada  di
Kementarian/lnstansi selaln BNPR: -

» Terbawasnya angparan yang tersedia ol masing
maging unit  Kemepteran(instansi bagl  kegiatan
penyeienggaraan  penanggulangan
Indonesia

s Adamyz perubahan (klim globsl yang berpotens
meninghatkar ini prsitas bencana alam di dunda

= Adanys keterbalasan sarans Komunikasi di daerah | *
sehingga menghambat kecepatan penyebaran anus
data ke pusat mapun deeralh lain

® Ludsnya cakupan wilayah penanganan
penanggulangan kebencanaan dengan [ens potens|
bencana yani beragam .

bencana  di

o Tersedianya Landssan hukum  penyelenggasaan |

ponangsnan bencans dengan ferbitays Undang:
Undang  Momar 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan  Bencana  dan  aturan-aturan
turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemetintab
Momor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan
Fenangaulangan Bencana, Peraluran Pemerdntah
Nomor 22 Tahon 2008 Tentang Pendanaan dan
Pengelolsan  Bartuan  Pencana,  Pevaturan
Femerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Paran
serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing
Non Pemesintah dalam Penanggdlangan Bencana,
dan Peraturan Presiden Nomor B Tahun 2008
Tentang Badan Nesional Penangguiangan Bercana
Terbentuknya kelembagasn BNPE yang dipimpin
oleh setinghat  menteri  mamungkinkan  skses
koordinasi antar lembags 1erkalt menjadi lebib kust
Ditstagkannya Penanggulangan Bencana sehagal
priortas dalam  Pembangunan  Nasional  yakni
Prigeitas nomor @ tentang Lingkungan Widup dan
Pengelolaan Bancana

Dibentuknya  Badan Penanggulangan  Bencana
Daerah  (BPBED|  pada  setlap  pemerintal
Provinsi/Kabupaten/Kota sebagal mitra kerja BNPB
& daerah, yang memungkinkan pembanginan di
bidang kebencanaan dapal dilaksanzkan  labih
tarpadu don menjangkau wilayah Indonssis secara
merata

Meningkatiya kesadaran masyarakat untuk ikt
sertd secdrd althl dalam upaya penyelenggaraan
penanganan bencana

= Adanya nifai-nils gotong rovong dan kebemamasn

s by poelatil Wt dipegan g olebh mosyarakat
Banyaknya pengalaman penanganan bencana yang
telah dilakukan diberbagsl tempat di Indonesia
dapil.  menjadi  referems]  bag  kegiatan
penyelenggaraan penanganzn bencana yang lebih
halk




3

!

5

®  Masih rendahnya kesadaran terbadap nsiko bencana dan
pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadap;
bencana
Secafa tinei masatah yang dhsdapl terkai dengan
keadaran terhadsp upaya peRgurangan risiko bencana
antara laln:

1

2.

3

Keterbatanan Jaringsn informaes) dan Komunikasl yang
efekif dalam  penyebaran |nformasl  kebencanaan
kepats masyarakat;

Belum  terinegrasioya  penpurangan risiko Bencana
dalam perencansan pembangunan sseara sfeitif dan
komperhensif;

Penpbaran  kebilakan nastonal  kedatam kehijakan
daerah. Dalam hal kesiapsingaan dalam menghadapi
bencana masalah yang muncul juga masih terkai
dengan  keterbatasan  kebijahan  penanggulangan
bancana o daerah;  keterbatasan kapasitas
kelembagaan penanggulangan bencana di dasrah; seita
keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan
bencana yamg betumber padas alokasi pemetintah
dasrah.

& Adanys komitmen pendanaan yang lebill rmemsdal
dan Fhetsibel Luaggh Py elan ggaraan
penanggulangan bencana [on call dan contingers()

= Adanya kommen dari seluruh kemponen bangsa
dalam panyi|enygaraan penangulangan beacans

= Pesatya  perkombangan  weknalogl  ontuk
manunjang kegistan di bidang kebencanasn yang
dapat dimanfaathan untuk mengurang rsikorsik
bencana

* Adarya sinkronsasl  dan koorelinasi dalam
panyelangparaan penanggulangan bercans
bersama perangkat dagrah {propinsy
kabupaten/kota)

& Adanya peran serta masyarakat, LSM batk naslonal
maupun  iiternasional  dalam  penanggulsngan
bencana.
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Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan
dala jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan pembangunan
jangka menengah Provinsi Jawa Barat secara teknokratik ditempuh
dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD
Provinsi Jawa Barat.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan
ke sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat
daerah.

Tujuan

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam
penanggulangan bencana, maka tujuan jangka menengah BPBD
Provinsi Jawa Barat adalah Meningkatnya Ketangguhan
Menghadapi Bencana, di seluruh Kabupaten/Kota se Jawa Barat.

Sasaran

Sasaran jangka menengah periode 2018-2023 yang ingin dicapai
adalah Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan
Bencana. Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui
Indikator Kapasitas Daerah (IKD).

Isu Strategis yang perlu ditangani BPBD Provinsi Jawa Barat dalam

menyelenggarakan  kebijakan  teknis bidang perencanaan

pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM;

2. Koordinasi, integrase dan sinkronisasi penanggulangan bencana
daerah;

3. Pemanfaatan teknologi informasi dan ketersediaan database
secara digital dalam penanggulangan bencana, pengolahan data

dan informasi berbasis informatika;
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4. Internalisasi Pengurangan Risiko Bencana dalam Pembangunan
Daerah;

5. Peningkatan Mitigasi non Struktural;

6. Peningkatan Mitigasi Struktural;

7. Penguatan Pencegahan Bencana;

8. Penguatan Kesiapsiagaan Bencana;

9. Penguatan Penanganan Darurat Bencana;

10. Penguatan Pemulihan Pasca Bencana;

1. Penguatan pendanaan kebencanaan melalui asuransi atau
Pendanaan Sosial Korporasi.

Tujuan dan Sasaran jangka menengah disajikan dalam Tabel berikut

mni.

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat

’ Indikator J ndikator Satu Target Kinerja
Tujusn Tujuan SO | e an [ I | J I
2018 | 2015 | 2020 | 2001 | 2022 | 2093
1 2 3 4 5 B
Memnghkat
nya nilai
ketahana i"dah.‘
n dasrah f "
¢ e 1| =s poin | NJA | 64 | 04 | 045 | e8| 05
penangzul ﬁ;“m““
Meninghatny a Indeles AuLgan
Kapasitas Kapasit b,
1 | Dacrah Dalam 1 | as —
Peasnpgulang Dasrah Timgkat
en Bencann {TKD Terpanishi pametiu
YR :3-':
dukungan ubtung
2 | munagemse |9 | w0 PE™ ) 100 | 100 | oo | 100 | w00 | 100
B manage P
perkantor TR
+N perkant
Oram
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Tabel 3.4
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya Jawa Barat Jusrs Lahir Batin dengan Inovasi dun Kolaborasi

Walkil HDH terpilih Perangleat Penghambat Pendorong
(L] (2) 3 () 15)
1 Miai 3 1. Belum optimalnya |, Keterbatasan kompetensi SOM 1. Komitmen pimpinan untuk
penanggulangan bencana di perencana, meningkatkan kinerja
Mempercepat pertumbuhan dan
Jawa Barat 2 Keterbatasan ketersediaan data penarnggulangan bencana
pemarataan pembangunan & i Gix e . 2 Ketarli i el
berbaais lingkungan dan tata ; glum optimalnya pencegahan, yang akurat dan valid, ) eterlibatan nwm...mnnuw_ am
penanggulangan, penyelamatan |3, Keterbatasan alokasi anggaran; perumusan kebijakan

ruang yang berkelanjutan melalui
kebakaran dan penyelamatan 4

non kebakarsn

perencanaan pembangunan secara
alktif

peningkatan konelktivitas wilayah . Keternatasam sarans

dan penataan daerah prasarana teknologi informasi
3. Belum optimalnya Kualitas dan komunikasi 3. Keterlibatan Masyarakal/NGO

Penunjang Urusan 5. Keterbatasan alat analisis dalam penanggulangan bencana,

Pemerintahan Dacrah Provinsi {simulasi] yang membaniu 4. Dukungan politik dalam
terciptanya argumentasi logis pemenuhan kebutuhan
dalam mendukung keordinasi dan pelaksanaan urusan
kemunikasi lintas pemerintahan, penanggulamgan bencana dan

6. Hasil evaluasi dan pengendnalian kebakaran

belum seluruhnya menjadi
rujukan perencanaan
pembangunan daerah,

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Barat Tahun, 2020
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Tabel 3.4

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2019-2024

INDIKATOR KON
FUIL AN FINE DA KONDIST AW AL sl

SASARAN TLJUAN (Realivasi)

TARGET SEBELUM PERUBAHAN FARGET SETELAH FERUBAHAN \KHIR
xl
SASARAN —— | =

20 20 l

iIn N2 2022 il 2020 2021 2022 225

Visi: GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA

Mim 3 an]n_niir;n;lmnm pembangunun 3-“_;; berkeadilan serta kemantapan infrastrokiur sesuai daya dnlnmgi-n duya tampung ﬁn'g!mmn neria ﬁugnl_ri:-ng =
32, Terwujudnve = | T a
sumberdays Alam E 3 == !
dun I.IIl}_J_L ungnmn 2384 |G
\ 7 s Riail: i ; = o
| Hidup yung b Tkt ik Foin MR | menjedi | 22 | 56 146 136 126 116 25,52 203 200 197 194 164
Lestari dan Hencana 208 63* Moy s sy |
Berkelonjuisn _| ) = C B
I =i= 1 i
h I 2t |97* .
Mepigiatg ke ik Poin | Mol e | 20592 156 | 146 136 126 16 | 20852 | 203 200 197 104 194
Ketingguhan Benoann | 20R.63%e | 1R A1 it [
l'erhadap Remannu L

Sumber - *] Data realisasi awal berdasarkom Tnarisk; **) Pemutakhiran Data Realisasi, berdasarkon Publitasi IRBI T a.‘:-;;r__?r‘};?lﬂ
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3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.5
Prioritas TPB dan Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Garut
Tahun 2019-2024

Berkelanjutan (TPB)

Tahun 2019-2024

Menjamin kualitas pendidikan
yvang inklusil dan merata serta
meningkatkan kesempatan belajar
sepanjang hayat untuk semua
(TPB 04)

Meningkatkan pertumbuhan
ckonomi yang inklusif dan
berkelanjutan, kesempatan kerja
vang produlktif dan menyeluruh,
serta pekerjaan yang layak untuk
semua (TPB 08)

Menjadikan kota dan permukiman
inklusif, aman, tangguh, dan
berkelanjutan (TPB 11)

Mengakhiri segala bentuk
kemiskinan di mana pun (TPB 01)

Menjamin ketersediaan serta
pengelolaan air bersih dan sanitasi
yvang berkelanjutan untuk semua
(TPB 06)

Menjamin kehidupan yang sehat
dan meningkatkan kesejahteraan
seluruh penduduk semua usia
(TPB 03)

Melindungi, merestorasi, dan
meningkatkan pemanfaatan
berkelanjutan ekosistem daratan,
mengelola hutan secara lestari,
menghentikan penggurunan,
memulihkan degradasi lahan, serta
menghentikan kehilangan
keanekaragaman hayati (TPB 15)

]
|

|

1 | Penanganan kemiskinan dan
penciptaan lapangan kerja (TPBO1,

TPB 08).

2 | Peningkatan moral, etika, tanggung
jawab sosial, serta kesetaraan gender
dan pemenuhan hak anak (TPBO3,
TPB11},

Pemenuhan pelayanan dasar
pendidikan, kesehatan, pekerjaan
umum, perumahan dan permukiman,
ketenteraman, ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat serta sosial
(TPBO4, TPBO3, TPB11).

4 | Pengembangan dan pembangunan
infrastruktur antar wilayah secara
merata dan Pemekaran Wilayah
Otonomi Baru (TPB06, TPB11).

5 | Peningkatan nilai tambah ekonomi
dari pemanfaatan hasil pertanian,
industri dan perdagangan, serta
pariwisata dan jasa produktf lainnya
(TFBOS].

6 | Peningkatan kualitas lingkungan
hidup, pengendalian pemanfaatan
ruang, dan pengurangan risiko
bencana (TPB11, TEB15|.

7 | Optimalisasi pelaksanaan Reformasi
Birokrasi, peningkatan kualitas dan
akses pelayanan publik (TPB11),

8 | Peningkatan iklim usaha dan
investasi bagi penguatan ekonomi
lokal (TPBOS).

Sumber :
2021

KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, tahun
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3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

[su strategis vang tertuang di dalam permasalahan utama
pembangunan daerah, isu strategis pembangunan nasional dalam
RPJM Nasional Tahun 2020-2024, dan isu strategis pembangunan
provinsi dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023,
maka dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Garut
Tahun 2019-2024 mencakup aksebilitas dan tata kelola mutu
pendidikan, kesehatan dan peningkatan pengelolaan Pertumbuhan
Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga, Penanganan Masalah
Kesejahteraan Sosial, Penangguran dan Penanggulangan Bencana
Alam. Selanjutnya isu-isu strategis terkait Penanggulangan Bencana di

Kabupaten Garut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.

Penguatan Pengurangan Resiko Bencana Penanggulangan
Bencana dititikberatkan pada pengurangan resiko bencana, hal ini
menjadi paradigma baru penanggulangan bencana, pemahaman
terhadap pengurangan resiko bencana sangat minim. Dalam
menyikapi isu ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Garut mesti menjadi pelopor untuk pengurangan resiko
bencana di Kabupaten Garut agar masyarakat Kabupaten Garut

terlindungi dari ancaman bencana.

Maka Isu Strategis Ketentraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat urusan penanggulangan bencana yaitu :

Peningkatan kemampuan dalam upaya mengurangi risiko
bencana alam.

Langkah-langkah yang ditetapkan BPBD Kabupaten Garut dalam
menghadapi isu-isu strategis tersebut adalah :

Kerentanan :

Penguatan ketahanan bencana di daerah rawan bencana

Kapasitas :
1. Penguatan sistem, strategi dan tata kelola penanggulangan
bencana;

2. Penguatan koordinasi dan komando penanganan darurat;
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- Penguatan sumber daya pendampingan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana;

. Penguatan tata kelola logistik dan peralatan nasional; dan

. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis BPBD serta
tugas pokok dan fungsi BPBD, maka dirumuskan tujuan dan
sasaran jangka menengah tahun 2019-2024 yang menjadi tugas
BPBD Kabupaten Garut dalam menyelenggarakan kebijakan teknis
bidang penanggulangan bencana, koordinasi, pembinaan,
pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan

daerah di bidang perencanaan pembangunan.

4.1 Tujuan dan Sasaran
4.2.1 Tujuan

Tujuan jangka menengah merupakan kondisi vang ingin dicapai
dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhatikan dukungan
terhadap visi dan misi Kabupaten Garut yang dilengkapi indikator
untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan
dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam
penanggulangan bencana, maka tujuan jangka menengah dalam
Renstra BPBD Kabupaten Garut 2019-2024 adalah
Meningkatkatnya ketangguhan terhadap bencana, dengan

indikator indeks risiko bencana.

4.2.2 Sasaran

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi, permasalahan, dan isu-isu
strategis yang telah dikemukakan, sasaran jangka menengah BPBD
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang ingin dicapai yaitu
“Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan
bencana”. Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui
indikator Indeks Kapasitas Daerah (IKD).

Tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kabupaten Garut
beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut.
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Tabel 4.1
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2019-2024

INBIKATOR KON
TUJLANY RINERIA TARGET SEBELUM PERLUBAHAN TARGET SETELAH PERUBAHAN

sl
SASARAMN THLIT AN [ Realisani) ARHIR

SASARAN

L T -
| 0In 20 2) [T M2 20 2012 23 2023

| Visi: GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA

| Misi 3 Pfh-wl]udlun pemerntann pembangunsn yang herkeadilan serta kemantapan nfrastruktur sesual daya dukung dan daya tampung Ii;gkunpn serta fungsi ruang |

| 32 Terwijudnya = 3 g | 1 | i '
Sumberdava Alam — =1 = | l OE——
dan Lingkongan 23 107 !
Hidup vang Lestari L. Imdeks Risiko P sren) L 205,52 : - . | -y ) o s )
b = mien) | 136 146 134 126 116 203,52 23 200 197 194 194
dan Berkelan) utan Bencaru 204,630 I8 ‘_,I;-o i | x
i = N lizaichas TREN) |9 = | I = !
| [ |
| |
= L — | |
3.2.2. Meningkatnva o isiki 338 107e o |
Ketanggulian I;:_I':[‘"'u{‘h ' | Pain \I::;:ilﬂ]'i'. menjadi "1_::'“ 156 [46 136 126 Ila 205,51 203 200 197 194 | 194
[I:Thhﬂl'llp Hencana e b 2008 53 |
| |

Sumber © =) Dirtat reclisasi awal berdasarkan Inarisk: **) Pemaakhiran Data Reabisas be rddascrrien Publikasi IRBI Tahun 2020



Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah BPBD Daerah Kabupaten Garut

Tahun 2019-2024

Target Kinerja
Tujuan Indikator Sasaran Indikator Satuan
Baisinn ] 2019 | 2020 2021 | 2022 2023 | 2024
(1) ﬂm (3) (4] (5) 6)
Meningkatnya
MMME& dalam nidles
penanggulangan 1| Kapasitas Poin N/A 0,4 (0,41 0,42 0,43 | 0,44
Meningkatnya el bencana Dacrah (IKD)
ketangguhan ) By g
BRGNS MM..H_WMBN EM:_:W_ESMM Indeks
pelayanan : _
(IRB) administrasi e Poin 77 78 78 | 78 79 80
Masyarakat
rkantoran
= (IKM)
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BABV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukan
bagaiman tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD dan target
kinerja hasil (outcomes) program prioritas RPJMD yang menjadi
tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam renstra SKPD
selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap
program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD,
Secara definisi, rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan
yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang
selanjutnya akan dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan
strategi juga harus menunjukan keinginan yang kuat bagaimana
SKPD menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Kebijakan
sendiri didefinisikan sebagai sebuah pedoman yang wajib dipatuhi
dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih
agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan
uraian di atas maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah
menetapkan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Strategi adalah upaya konkret yang
ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran. Kebijakan adalah arah
rencana pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai strategi
yang telah ditetapkan. Strategi dan Kebijakan kemudian
diimplementasikan kedalam program dan kegiatan yang merupakan

aplikasi dari seluruh rangkaian perencanaan yang telah ditetapkan.

Strategi

Arah kebijakan dan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Garut merupakan hasil dari identifikasi atas lingkungan
strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut
vang dilakukan terhadap lingkungan internal dan eksternal.
Berdasarkan hasil kajian lingkungan strategis secara eksternal
maupun internal tersebut serta sinkronisasi terhadap arah kebijakan
yang strategi daerah terhadap kebencanaan, maka strategi Badan
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Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut dalam kegiatan
penanggulangasn bencana dalam kurun waktu 2019 - 2024 adalah :
1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka
pembangunan berkelanjutan;
2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana;

3. Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana

Kebijakan
Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu,
vaitu tindakan keputusan yang menentukan secara teliti tentang
bagaimana strategi akan dilaksanakan yang berfungsi mengatur
suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan upaya-
upaya pencapaian tujuan dan sasaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut menetapkan arah
kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan

Misi 3 : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta
kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan fungsi

ruang.

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Meningkatnya | Peningkatan Optimalisasi perencanaan,
sumberdaya alam | Ketangguhan | kualitas pemanfaatan dan
dan lingkungan Terhadap penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan
hidup vang Bencana penataan ruang Ruang
lestari dan

_berkelanjutan -
Internalisasi Pengarusutamaan
pengurangan risiko | pengurangan risiko bencana
bencana dalam dalam perencanaan
kerangka pembangunan daerah
pembangunan

berkelanjutan

Pengenalan, pengkajian dan |
pemantauan risiko bencana
berfokus pada daerah risiko
tinggi terhadap bencana

Pemanfaatan kajian dan peta
risiko bagi penyusunan RPB
dan RAD PRB




Harmonisasi kebijakan dan
regulasi penanggulangan
bencana Pusat dan Daerah
serta pemangku kepentingan
lainnva

Penyvusunan rencana
kontinjensi sebagai panduan
kesiapsiagaan dan operasi
tanggap darurat dalam
menghadapi bencana

Penurunan tingkat
kerentanan
terhadap bencana

Peningkatan budaya sadar
bencana serta pengetahuan
masyarakat tentang
kebencanaan

Peningkatan sosialisasi dan
diseminasi pengurangan risiko
bencana

Penyediaan dan
penyebarluasan informasi
kebencanaan

Peningkatan partisipasi dan
peran aktif dunia usaha dan
masyarakat dalam
penyelenggaraan
penanggeulangan bencana

Peningkatan kualitas hidup
masyarakat di daerah
pascabencana, melalui
percepatan penyelesaian
rehabilitasi dan rekonstruksi
wilayah pascabencana

Pemeliharaan dan penataan
lingkungan di daerah rawan
bencana alam

Pengembangan kearifan lokal
dalam mitigasi bencana

Peningkatan
kapasitas
penanggulangan
bencana

Penguatan kapasitas
kelembagaan dan aparatur
penanggulangan bencana

Penguatan tata kelola,
transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan
penanggulangan bencana

Penyediaan sistem peringatan
dini bencana kawasan risiko
tingei

Pengembangan dan
pemanfaatan IPTEK dan
pendidikan untuk pencegahan
dan kesiapsiagaan
menghadapi bencana

Pelaksanaan simulasi dan
gladi kesiapsiagaan
menghadapi bencana secara
berkala dan
berkesinambungan di
kawasan rawan bencana

Penyediaan infrastruktur
mitigasi dan kesiapsiagaan
bencana (zhelter, jalur
evakuasi dan rambu
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evakuasi), yang difokuskan
pada kawasan rawan bencana
dan risiko tinggl bencana

Pengembangan desa tangguh
bencana di kawasan risiko
bencana

Peningkatan kapasitas
manajemen dan
pendistribusian logistik
kebencanaan

Pemantapan koordinasi,
komando, dan
penyelenggaraan
penanggulangan bencana

Berdasarkan penetapan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan
tersebut di atas, maka terdapat sebuah keterkaitan vang bersinergi
antar tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam rangka
mencapai visi dan misi Kabupaten Garut yang telah ditetapkan.
Keterkaitan antara tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan disajikan
pada tabel

Dalam menerapkan strategi dan kebijakan, perlu diidentifikasi
faktor-faktor penentu keberhasilan yang berfungsi untuk lebih
memfokuskan arah strategi dan kebijakan organisasi dalam rangka
mencapai visi dan misi Daerah yvang telah ditetapkan. Arahan
tersebut dilakukan dengan cara menetapkan tujuan dan sasaran
serta strateginya  secara  efektif dan efisien  dengan
mempertimbangkan faktor kunci tersebut. Faktor-faktor ini
ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal
dan eksternal, dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan
dampak serta penentuan skala prioritas.
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut
merencanakan Progran dan Kegiatan vang akan dilaksanakan
sepanjang periode waktu 2019-2024, Daftar indikasi rencana
program dan kegiatan ini disusun sebagai berikut;

1. Sesuai dengan batas kewenangan Bupati Garut, sebagaimana
dijabarkan dalam PP No. 38 tahun 2007, sehingga tidak akan
berbenturan dan mengalami duplikasi dengan program yang
masuk dalam jurisdiksi kewenangan Propinsi dan Pusat;

2. Sesuali dengan batas tugas pokok dan fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga tidak akan
berbenturan dengan program turunan tugas pokok dan fungsi
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan atau SKPD
lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;

3. Disusun berdasarkan statistik kondisi masa kini, target kinerja
yang terukur, lokasi dan kelompok sasaran kegiatan serta
rumusan kebijakan teknis yang mudah disinkronkan dengan
daftar nomenklatur program dan kode rekening kegiatan
sebagaimana diuraikan di dalam Permendagri Nomor 59 tahun
2007 atas perubahan Permendagri No. 13 tahun 2006.

Selain itu, dalam rangka memudahkan setiap pihak yang
terkait untuk menilai urgensi dan skala prioritas dari setiap indikasi
rencana program yang disajikan di dalam bab VI ini, maka
penyajiannya dituangkan ke dalam Indikasi Program vang disertai

pendanaan sebagaimana diuraikan dalam Tabel
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pelayanan desar potEyanan ] Rahabeitae
Paomiariftah diear yang diar
drahebiitasl Fsknnstrils
dan i
ko wiuks
48 Pemulibsan Jumish janis 2 21080 000.000,00 2 1.000.000.060 2 1.000.000.000,00 2 1.000.000.000 60 1 1.000.000,000,00 2 1.000 000 000.00 | 12 2135.250.000 Biderg
Ingframrk i mfashrukiur F ahab e
panling yang gan
direhiastii s Aakonsiniks
dsn i
drekanstruks
I
L] Pottgadann lshan | Jumish lokag F] 2.060.000.000 00 2 1.000.000.000 Fy 1,000.000.000,00 2 1000 000 000,00 2 1006, 008.000,00 ? 100000000000 | 12 . Bidang
pasca bancana Inhan yang i
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Tabel 6.2
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target Tahun 2020-2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut
Setelah Perubahan

Targel Kinarje Program den Kerangka Pendansen
ﬁnﬂ”ﬂ_ Kondisi Kinerjn pada s
Srogram dan Hagiatar i Tahur1 (2020) Tahun-2 (2071) Tahun-3 {2022} Tahun-4 {2023} Tatuun-5 (2024) penode Renstra Peranghat
Peroncanssn | = Daweoh
e Re Target fp Tergat fip Taigel Ro Target Rp Tergot Rp
3 4 5 8 7 8 g 10 i 1 13 1 15
5311, 747 400 203 11235201 134 200 22,658,231 134 197 19,953,231,134 154 16,958.231.134 188 69,712,894 536
| o4 3,252,567,000 041 6,337,915 100 042 14,310,000,000 043 11,§10,000,000 0,44 11,910,000,000 0,45 44 88T AI5100 |
PENANGGLILANGAN
Pelayunan Informes| 10k 100% 160% 1,485,444,000 100% 2.400,000,600 100% 400,000,000 100% 300,000,000 100% 4,465,444 100
n
Pamyusunan Kajien 1dok 200,000,000 1 doik 200,000,000 1 dok 400 700,300 ﬁs
1keg 1,265 444,000 Theg 2.400,000,000 1heg 200,000,000 1kog 200,000,000 Theg | 4065244000 | Gy [y
Koenunikast, Infcamusi Gangt
Kabupaten¥ola (Per
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Pelaysnan Pressntsss 2,650,621,000 100% 3,553,336,100 100% 7.410,000,000 foa% T.010 000,000 100% | 7,210,000,000 0% | BI3EIEA00
Pencegahan dan werga neagare
Keslapsiagasn wyang
Terhadap Bancan memparoleh

|aysnan

pencegahan

dan

hesiapsiagaan

torhacap

bencens
Paryusunan Fancana | Jumish 1 dok 407,000 000 1 dok 400 00, 008 Bidang Kob
Panangqulangan penyelesman Parcagihan Garia
Bancans dakumen RPE dan
K abupsten® ote sampai Hesiapsiagann

dirnymbifn

sahilegal
Pamthan Pencegahan | Jumish peserta 100 78,280,000 280 25757, 100 560 orang 00T, 000 560 orang 610 000,000 560 810,000 000 LK) 2258751100 | Fdang Kb
dan Mibgasi Bancana yang tkut urang rang orang Percagalan Garut
Kabupatenots pedaihar phat

Kesispaiagean

Pengendatan Operasi Jurrian crang Z5erang 1 80,730,000 420 250,000 000 25 oreng 800,000,000 25 ormng 800,000, 000 25 orang 800,000,000 ¥oang | 2E50000.000 | Bidang Kb
dan Penyediaan yang leribsat dokiman orang Kedauratan Garyt
Saena Preserang dalam dan Logstik
K emEnsBgARn penanggulangs
Tarhadep Bencans n bencana
Kahupetend ots
Fanyediaan Porslatan Jumiah 1 paket Feratatan 263,570,000 Perslatan 1,705 568,700 Peralaton 2,500,000, 000 Parniatan 500 000.000 Praralatan 2.500,000,000 Peralatan 205 506,100 Budang Ky,
Parlindungan dan Para stan Parlindun Parfindun Perindun Ferlindun Parlindun Petiindun F adaruratan Garut
Kasapsiagamn Perkndungan gan dan gan dan gan dan gan dan gon dan gan dan dlan Logestic
‘erhadap Bencena dan K emapsi Fesiapsl Kesiapnin Kesiapsia Kesiaps Kesaapa

Kesapsingnan agaan AR gesant gaan agan agaan

terhadap terhadap Ierhaca terhedap tarhadap tarhadan techadag

Bancana Bencana Eiencana Banoana Baneana Bancans Bencana
Pangeiolasn Risiko jurrah 1 deke 100,000,000 1 dek 100,004 000 1 dok 100000000 | fdoe [ 300,000 000 Budang Kb
Bencans pan el etalnn Pancagahan Garul
Kabupalant oa doburman KD an

sampal dengan K esapsagasn

sahogal
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Penguetan Kapasites 1 dok 200,000,000 1 dak 300,000,000 1 dok 200,000,000 1dok E00.000 000
K an urtuic
1 loksi 1 i 1,168 488 300 1 Iokaas 2,000,000,000 1 lokasi 2000000000 1 okersl 2,000,000 000 1l 7,196,488,300
Kah
Garul

1

50 areng 200, (00 000 50 orang 200,000,000 Sorang 100,000,000 500,000,000
Peryurunan Rencana 200,000,500 i 200,000,000 2 #00,000,000 ] 500,400,000
K dok umen dokurmen dekurmen dokuman
Gl Kesispssagean (1 erang 200,000 400 100 orang 200,500,000 100 200,004,000 3 00,000,000
orang orang
1 dok 200,000,000 10k 200,000,000 1 dok 240,000,000 1 dok 600 (00 A0

TR T

i
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Pelayenan | Prasentase 100% 543,423 500 1002 1,038 635,000 oe% | 1,160,000 000 100% 1,400,000, 000 100% 1,100 000000 100% 4,138,515 000
Penyelamatan dan WErA negam
Evakuasi Korban yang
Bencans mempercieh

Iayansn

peryaiamatan

dan evahuasi

koban

bapcana
Respon Cepat Keadian | Lokas: Kab Gansd 200,000,000 Kab 200,000 000 Kab 200,000,000 Kab B0 000, 00D Bidang Kb,
Luar Biasa pEnEnganan Garut Garut Garyt K enaruratan Garul
PenyaidtWabah kasus LB din Logisk
: i
flespon Cepat D | Lokss Boenp | 543420500 Yeng | BAGB5000 | FebGand | 200,000,000 Kab 200,000,000 Kah 200,650,000 Kah 146 185000 | Bidang Kb
Bencara penangsnan Garut Gardt Gaol Kodaniratan Garut
Kabupstanatn dariral dan Logsth

bencans
Pencarian, Partolongan | Lokesi Kb Garul 200,000,000 Kb 202,000,000 Keb 200 000,000 Kab 600,000,000 Bidang LC
dan Evabuias| Kerban pencarian, Gant Garut Gant Kedanratan Gerut
Bencana partoiongan, dan Logtstik
Knbunatan/Kots dan eyakuss

karhan
Permyedisnan Logisti WJurmiah 16 jurs 182 450,000 500 paket 200,000.000 500 pakst 200,000,000 f00 200,000,000 1500 THZ 450,000 Bidang Kb
Panysismatan dan penyediaan pakst ket Kedanrstan Gorut
Evabuas Korban juabiutuhan dan Logishik
Bancann korhan
Kabupstenots benoana
Aitivesi Sigtam Lokas alktimai % Kab Garut 100,000,000 Knb 100,000,000 Kab 100,000,000 Keb 300,000,000 Bidang Kab.
Komando Pensnganan | wviemn Garut Garut Garul ¥ earuratan Ganst
Darurat Bancena korrimnde dan Logistik

pEnARganan

darural

bemnaans ]
Resgon Ceprt Lowasi Kab Garut | 200,000 000 Kab 200 000,000 Kab 200,000,300 Km 00000000 | Eidang Kb,
Bencana Non Alam ponanganen Garul Barut Garut Kedsrutatan Gant
Epicenm/Wituah bareana nan dan |.ogistik
Panyain alam spidemi/
Penataan Sistem Perzentase 100% 4 552 500 100% 250,000,000 100% 3,400,000,000 100% 3,400,000, 000 100% 32,400,000, 000 0% 10,480,000, 000
Dasar prenatsen
Penanpguiangan sutam dasr
Bencans pananguinngs

i bancans

yang dilekidan
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Penyusinan Rogues ¢ 1 Parda 800,000,000 1 Parda 500,000, 000 3 Perda 1,500 000000 | Bideng Ksh
Pencegahan Garut
ifan
Knslapzagann

L) 1 200 000 100 1 200,000,000 3 600,000, 000 Bidang i

Kelsrmbagaan Bancans loegratan hexgintan kegiatan Puancagshan Garud
dan
Kesispsiapan

20% 2desa 48,522,500 Jdesa 250,000,000 Sdesa 00,000,000 5 desa 500,000,000 16 desa 1.7650.000000 | ERdamg Keh
Pancegehan Garyt
dan
Kassapsingann
[ 2ut | 2000000000 | Zunt | 2000000000 | 2uné | 200000000 | Gww | 600000000 | Baag )
Pemariastan Sistem Pencegehan Garnt
Informas! K abencansan dan
: Hesiapsagaan
i 100°% 100% 200,000 000 00 200,000 000 100 600,000,000 Bdang K,
Pencegahan Garit
n! 3
Program Penunjen g T8 po 2,054 180,109 T8 poin 4 597,266,034 TH pain B,049.731,134 T8 poin B.043.231,134 THpoin | 24744979438
Urusan Pemerintaha
100% 26,785,000 100% 60,000,000 100% 50,000,000 108% £0,000,000 100% 243,080,000
Penganggaran dan
Penyusunan Dokumen 4 dok 4 dok § 580,000 4 dok 30,000,000 4 dok FL000. 00 & dok 30,000,000 4 dok 120,000,000
Lim 4 lap 17,215,000 4 lap 33,000,000 Alsp 340, (K10 Do Llnp 30,000, 0040 4lap 123 000,000
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Kogiatan Administras|

100%

100%

3394,231,154

180%

LR LA RET]

100%

ER LRSI RET

1%

I | %

13,256 524536

Penyedaen Osji dan
Tunjangan ASN

1 tahun

3314239134

1 tahun

134231 138

33N 104

1 tanun

1 tmhun

13,756 824 536

Admilnistrasl Barang
Millk Dwerah pode
Paranghat Daerah

100%

110,183,200

100%

108,881,621

110,000,000

100%

110,000,000

435 331 X

Pengartanan Barnng
Wik Dissezh SKPD

& arang

5 orang

110,183,200

4 orang

108,541,801

4 orang

110,000,000

4 prang

110,000,000

4 arang

434,591 51

Administres!
Kepegawalan
Peranghat Dagrah

Pungadann Paican
Dinrs Basarts Afribut
Kelengkapannys

100%

218,000 000

100

100%

100%

552,204,000

50 etel

Bisml |

18,000,000

60 sl

100,000, (D)

i) sl

100,014,000

Gl ol

382,204,000

Pendidican dan
Pelnthen Pegaws
Eerdasarkan Tugas
don Fungsi

B0 orang

B0 orang

{0 orang

80 preng

B0 crang

200.000.000

B0 orang

Administras| Umum
Peranghat Dnerah

100%

48T 228500

403,478,159

180%

630000000 |

630,000,000

200.009.000

Punyediaan Kompones

Listrik'Paherangan
Banguran Kantor

5 jeniz

e

T.065.400

jeri

15,857 600

Ejs

100,000,000

4 jenis

100,000,000

Xjaris

4
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Panyedinan Persistan | Jurriah jenis 7 janis 42 onis 245 144 100 1 jenly 4% 856,358 10 jonis 200,100,000 10 jenis 200,000,000 10 jari 200,
e o i jenis D0 D00 31 Janis 840 056 350 “ﬁ
Kanbar porlangkapan
haror
Penyedinan Peraiztan | Jumish jenis 2jerin 15 jenia 4812500 Zemis 4 058 000 W jer 10,000,000 10jen : enis .
Paryede jers |enin 10,000,000 10 jenis 10, 000,04 52 jesin 14,055 800 M“..ﬁ
rumeah SRgga
yang
dmed chan
Panyedinen Barang [ — B jeris € komis 40,168,000 ) B/EEN0 | 8 30,000,000 8 o a, jeni e
Cotaken dan barang catakan [ i jontk 000,000 i jeis 0,000,000 2djens | 115575000 ﬂﬁ
Panggandaen dan CskERET
penggandasn dan
yang 107268
disadiakan lambar
Banan Jumiah bahan 4j 1jen 4,984,000 [ 9584 200 4jam 16,000 ; i E
j . o jenis jens fenis 984 jerin 004 4jenis 10,000 (00 4jenis 10,000,000 Ty 81350 ﬁa
Parundang-undangan persturan
panundang-
undangan yang
disadiakan
Faailimsi Hunjungan Wabiu 12 balan 12 bulan 33,250,000 12 bulan 30,004,000 1Zbuian 30,000,000 12 bulen 30,000,000 12 buban 30,000,000 12 budan 120,000,000 Kb
Tamy pormenuhan ' o Bl
fusiltas
MAKBAAN dan
nirismian
Pemyelanpgarman Wakiu 12 bulan 12 bulan 146, 506 H00 12 buinn 274,347 500 12 budan 250,000,000 17 buian 150,
b i | 00 00 12 buden 260,700,000 12 bulon 1.024.347 500 M"..E
Koneultast SHPD repad-rapat dem
knordines
Kecalam
dnecah don luer
dasrah
Penyediaan Jasa Parseniaee 100% 122,140,000 100% 120,081 200 100% 134,081,500 100% 130,04+, 500
g ; bssprond r 100% 130,081,500 100% 535,081,500
Pemaerintahan Dasrah | penyedisan
fasa
penunjang
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12 bk

12 bulsm

34,800 000

12 bulan

12 bulan

35,000,000 1

<5 000 (00

45,000,000

12 bulsn

138 268, 800

12 bulan 1

10040,000

12 baten

18,430 000

2 bufan

20,000,000

12 blan

20,000,000

12 bulem

200,000 000

| 12 bulan

 orang

2 oreng

7,300,000

2 orang

78,382,700

2 arang

20,000,000

2orang

80,000.004

2 orang

B0.000.000

2 arang

318,362,700

100%

111,010,000

100%

600,000,000

100%

500,000,000

300,000,000

100%

1,797,890 520

12 bulan

12 bulan

111,010,000

12 buden

137 005,300

12 baskan

12 bulan

12 baitemn

737,905,300

2 unit

1 pedung

448,084 120

1 gexdung

400,000,000

1 gadung

100,000 000

100,000,000

1 gadunig 1,045,

Penunjang Lrunen
Pemerintah Daerah

00%

100%

100%

3,700,000,000

00%

3,200,000,000

3,200.000 000

§,800,000,000

Pangadaan keadarasn J

dinns operasion o
inpangan

2 unit

1,000 000, 000

2 ushit

1,000,600.000

2unil

1,000, 090,000

A umit

3,000,000,000

Pengadaan Mebsl

§ jenis

5 jenis

200,000,000

15 jorm

00,000,000

76




Pangacean Gadung Jumish gedung 2 umit 367,073,000 1ickas 2,00,000,000 1lokasi 2.000,000,000 1 ka8 2,000,000, 000 1 lakasi 2,000,000 £O0 Kib
kasntor dan Bangunan karior yang Gerut
Lainmya dibengun
Pengacsan Peaatan | Jumdah - - Tuit 143.560.000 T unit 143,560,000 7 umt 143 BE000D 21 it 430,880 000 K
dan Miesin Lainmya Peralnton dan Gt
Mesin Lainnya
yeng
disadiskan
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja BPBD Kabupaten Garut yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Garut merupakan indikator
kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai oleh BPBD Kabupaten Garut selama lima tahun sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD Kabupaten Garut. Dengan demikian, indikator kinerja
berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan keberhasilan

sasaran atau kegiatan.
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Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

KONDISI KINERJA
INDIKATOR AWAL TARGET SEBELUM PERUBAHAN
KINERJA

SATUAN
| 2023 2024 | - 20 2022 | 2023

! ]
T o —

Kapasitas Pain 0,333 L 0,360 0,4 | D48

o
L
o

o e 0,63 0,7 0,40 0,41 0,42 0,43 0,4-4‘ 0,44

Indeksa
Kepuasan |

Masvarakat Poin Fiird . |
(T |
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Tabel 7.2
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kinerja
) N _ oo Kondisi p Bidang SKFD
Sazarn Srate Arah Kehijakan Indikator Kinerja ) atan Pen
¥ e = Awal | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 e Urusan | =7 CEEHAR
Meningkatnya Internalisasi Fenguatan Jumlah Perda 1 1 1 Penyusunan BPBD
ketahanan pengurangan kapasitas Penanggulangan Regulasi
daerah dalam risiko boncana kelembagasn dan Bencanan yang Penanggulangan
penanggulangan | dalam aparatur telah disetujui Bencana
bencana kerangka penanggulangan dan disahkan Kabupaten [ Hota
pembangunan | pencana
berkelanjutan
Jumlah sistem 1 | 1 Penguatan
penguatan Kelembagaan
lcelembagaan Bencana
Kabuparen/Kota
Jumlah orang 25 a5 25 25 Pengendalian
yang terlibat Operasi dan
dalam Penyediaan
penanggulangan Barsna Prasarana
bencana Kesiapaiagaan
Terhadap
Bencana
Kabupaten/Kota
Jumlah paket 1 1 1 1 Penyediaan
Peralatan Peralatan
Perlindungan dan Perlindungan dan
Kesiapsaiagnan Kesiapsiagaan
terhadap terhadap
Bencana Bencana
Jumlah aparatur 50 30 50 | Pengembangan
yvang ikut Kapasaitas Tim
pelatiban TRC Reaksi Cepat
{TRC) Bencana
Habupaten/Kota
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Jumlah Pemyusunan
penyelesaian Kajian Risiko
dokumen KRB Bencana
sampai dengan Kabupaten/Kota
sah/legal
Jumlah Penyusunan
penyelesaian Rencana
dokumen Kontinjens:
Rencana
Kontijensi sampat
dengan sah/legal
Penguatan tata Jumlah laporan Koordinasi dan
kelola, eapaian dan Penyusunan
transparansi dan | Kinerja yang Laporan Capaian
akuntabilitas tersusun Kinerja dan
ele TAAN lkhtisar Realisas:
Peyslenganaae et e
hencana
Jumlah Penyisunan
penyvelesaian Rencana
dokumen RFB Penanggulangan
Eﬂﬁ. Bencana
dinyatakan Kabupaten/Kota
sah/legal
Jumlah Penyusunan
penvelesalan Rencana
dokumen Penanggulangan
Hencana Kedaruratan
Penanggulangan Bencana
Kedaruratan
Bencana sampai
dengan sah/legal
Jumlah Pengelolaan
penyelesan Risiko Bencana
dokumen TKD Kabupaten/Kota
sampai dengan
sah/legal
Penyediaan sistem | Jumlah sistem Pengelolaan dan
peringatan  dini | peringatan dini Pemanfaatan

bencana kawasan

risiko tinggi

Ziatemn Informas
Kebeneanaan
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Pelaksanaan Jumlah orang 100 | 100 | 100 | Gladi

simulasi dan gladi | yang ikur gladi Kesiapsiagaan

kesiapsiagean dan simulasi terhadap

menghadapi penanggulangan Bencana

bencana secara | bencana

berkala dan

berkesinambungan

di kawasan rawan

bencana

Penyediaan Jumlah 1 1 1 Soainliaasi,

infrastruktur penyediaan dan Komunikasi,

mitigasi dan | penyebarluasan Informasi dan

kesiapsiagaan informasi Eclulkas; (KIE|

bencana  (shelter, | penanggulangan Rawan Bencana

jalur evalkuasi dan | bencana Kabupaten fKate

rambu  evakuasi), [Per Jenis

yang  difckuskan Bencana)

pada kawasan

rawan bencana

dan risiko tinggi

bencana

Pengembangan jumiah DesafKsl 5 5 9 Kerjasama Antar

desa tangguh | Tangguh Bencana Lembaga dan

bencana di Kemitraan dalam

kawasan rigiko Penanggulangan

bencana Bencana
Kabupaten/ Kota

Peningkatan Jumlah S00 500 500 | Penyedinan

kapasitas penyedinan Logistike

manajemen dan | kebutuhan Penyelamatan

pendistribusian horban bencana dan Evakuas:

logistik Korban Bencana

kebencanaan Kabupaten,/Koia

Pemantapan Lokasi aktivasi 1 1 1 Aktivasi Sistem

koordinesi, sigsterm komando Komando

komando, dan | penanganan Penanganan

penyelenggaraan darurat beneana Darurat Bencana

penanggulangan

bencana
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Persentase 106 | 100 | 180 | 160 | Pembinaan dan
Jumlah kejadian Pengawasan
bencana yang di Panyelenggaraan
maonitoring dan Penanggulangsn
dievaluasi Bencana
Lokasi 1 1 1 Respon Cepat
penanganan Kejadian Luar
kmsus KLB Biasa
Penyakit/Wabah
Zoonosis Prioritas
Lokasi % i} 1 | Respon Cepar
PENANgAn&n Darurat Bencana
darurat bencana Kabupaten,/Kota
Lokasi pencarian, 1 1 1 Pencarian,
periolongan, dan Pertolongan dan
evakuasi korban Evakuasi Korban
bencana Bencana
Kabupaten/HKota
Lokas) 1 1 1 Respon Cepat
penanganan Bencana Non
bencana non Alam
alam epidemi/ Epidemi/Wabah
wabah penyakit Penyaiat
Fenurunsan Peningkatan Jumlah peserta 2BO | 580 | 560 | 550 | Pelatihan
tingkat budaya sadar | yang tkut Pencegahan dan
kerentanan bencana serta | pelaihan Mitigasi Bencana
terhadap pengetahuan Kabupaten/Kota
bencana masyarakat
tentang
kebencanaan
Peningkatan Jumlah lokasi 1 1 1 1 Penanganan
kualitas hidup pemulihan pasca Pascabencana
masyarakat di bencana Kabupaten /Kota
daerah
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pascabencana,

melalui percepatan

penyelesaian

rehabilitasi dan

rekonstriksi

wilayah

pascabencana

Pemeliharaan dan | Jumlah

penataan penyelesaian Nagasitas

lingkungan di dokumen Peta iy

daerah rawan Kerentanan iy g

beneana alam sampai dengan e orte
Kesiapsiagaan

sah/legal




BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Garut
Tahun 2019-2024 memiliki makna yang strategis dalam menjaga
kesinambungan proses perencanaan pembangunan daerah yang
berpedoman pada Perubahan RPJMD  Kabupaten  Garut
Tahun 2019-2024. Perubahan Renstra diharapkan menjadi panduan
dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja tahunan BPBD
Kabupaten Garut vang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
hingga tahun 2024. Perlu komitmen yang kuat dalam menjamin
kontinuitas dan Kkonsistensi program pembangunan dengan
menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renstra BPBD Kabupaten
Garut ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan,
sumber daya manusia, sumber pendanaan, serta komitmen semua
unsur. Hal yang tidak kalah penting untuk keberhasilan pelaksanaan
Renstra adalah evaluasi untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan
dari rencana strategis setiap tahun, serta sosialisasi dokumen
perubahan Renstra ini kepada seluruh pegawai, mitra dan pemangku
kepentingan di lingkungan BPBD Kabupaten Garut.

BUPATI GARUT,
ttd

RUDY GUNAWAN
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PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI GARUT

NOMOR 050/KEP.959-BAPPEDA /2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024

Menimbang

pH -

BUPATI GARUT,

bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program Kepala
Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut
Tahun 2019-2024 perlu disusun Rencana Strategis
(Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut yang memuat
tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan
dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib
dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas
dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun
berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;

bahwa untuk menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2019-2024 dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 dan kebijakan mnasional maupun
perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi
perencanaan pembangunan daerah, maka dipandang perlu
untuk melakukan perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan perubahan Rencana Strategis
(Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Peinerintah Daerah, dalam rangka persiapan
penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah perlu
disusun Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan
'II:;im Penyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat
aerah;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Bupati Garut tentang Pembentukan Tim
Penyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2019-2024;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851});

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2{)08_ tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 206!3
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tzhun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-

2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 18);

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018
tentang Reviu Atas Rencana Pembangunen Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 20.19
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenk!at-ur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jungka Panjang Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan
Penanggulangan Bencena Daerah Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6
Tehun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012
Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Carut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 9);

Peraturan Bupati Garut Nomor 202A Tahun 2009 tentang
Pelimpahan Tugas dan Wewenang Bupati Kepada Wakil

Bupati (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009
Nomor 6),

Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan
dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2019 Nomor 139);
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA  STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024.

Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2019-2024, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:

a, melakukan persiapan penyusunan perubahan Rencana
Strategis Perangkat Daerah meliputi orientasi mengenai
perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah,
penyusunan agenda kerja tim penyusun perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan penyiapan data
dan informasi perencanaan pembangunan daerah
berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(SIPD);

b. menyusun rancangan awal perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah yang dilakukan bersamaan dengan
penyusunan rancangan awal perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIJMD),
mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis
permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan
lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan
sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan
indikator serta target kinerja dalam rancangan awal
perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD); perumusan strategi dan arah kebijakan
Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran
serta target kinerja Perangkat Daerah; dan perumusan
réncana program, Kkegiatan, indikator kinerja, pagu
indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran
berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah
serta program dan pagu indikatf dalam rancangan awal
perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD),

c. menyusun rancangan perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah sebagai penyempurnaan rancangan
awal perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah
berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang
Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah,;

d. membahes rancangan perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas
Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam
rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan
kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah

disusun dalam rancangan Rencana Strategis Perangkat
Daerah;
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_ membahas rancangan perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daecrah sebagai penyempurnaan rancangan
awal perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah
berdasarkan berita acara hasil Kesepakatan forum
Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

. menyempurnakan rancangan perubahan Rencana
Strategis Perangkat Daerah berdasarkan berita acara
hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah/lintas
Perangkat Daerah;

. menyampaikan rancangan perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah kepada kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah untuk diverifikasi dan dijadikan
sebagai bahan masukan dalam penyempumaan
rancangan awal perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD}:

. menyempurmakan rancangan perubahan Rencana
Strategis Perangkat Daerah, dalam hal hasil verifikasi
oleh Bappeda ditemukan ketidaksesuaian berdasarkan
saran dan rekomendasi hasil verifikasi oleh Bappeda,

i. merumuskan rancangan akhir perubahan Rencana

Strategis Perangkat Daerah sebagai proses
penyempurnaan rancangan perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

. menyampaikan rancangan akhir perubahan Rencana
Strategis Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA
untuk  diveriflkasi dan menyampaikan kepada
Inspektorat untuk dilakukan Reviu oleh Aparat Pengawas
Internal Pemerintah Daerah (APIP), paling lambat 1 (satu)
minggu setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) ditetapkan;

. menyempurnakan rancangan akhir perubahan Rencana
Strategis Perangkat Daerah, dalam hal hasil veri i
oleh Bappeda ditemukan hal yang perlu disempurnakan
dan tindak lanjut catatan hasil reviu Aparat Pengawas
Internal Pemerintah Daerah (APIP);

menyampaikan rancangan akhir perubahan Rencana
Strategis Perangkat Daerah yang telah disempurnakan
berdasarkan saran dan rekomendasi hasil verifikasi
Bappeda dan tindak lanjut catatan hasil reviu Aparat
Pengawas Internal Pemerintah Daerah (APIP) kepada
kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk
dilakukan proses penetapan perubahan Rencana
Strategis Perangkat Daerah;
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m. melakukan proses paraf persetujuan pada rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan Rencana
Strategis Perangkat Daerah hesil pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah yvang disampaikan Bagian Hukum;

. Penetapan perubahan Rencana Strategis Perangkat

Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat
1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang

perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) ditetapkan.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur
lebih lanjut oleh Ketua Tim.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 23 - 11 - 2020
WAKIL BUP ARUT



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GARUT

NOMOR 050/KEP.959-BAPPEDA /2020
TANGGAL 23 - 11 - 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGEKAT DAERAH TAHUN 2019-2024

A. SEERETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH

1. SEKRETARIAT DAERAH

Ketua : Sekretaris Daerah

Wakil Ketua :  Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah

Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
pada Sekretariat Daerah

Kelompok Kerja Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data

Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah

Anggota . 1. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah
2. Kepala Bagian Perekonomian

pada Sekretariat Daerah

3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada
Sekretariat Daerah

4. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah

5. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
pada Sekretariat Daerah

6. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah

7. Para Kepala Subbagian pada Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah

8. Para Kepala Subbagian pada Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah

9. Para Kepala Subbagian pada Bagian Umum
Sekretariat Daerah

10, Para Kepala Subbagian pada Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah

11. Para Kepala Subbagian pada Bagian Kerjasama
Sekretariat Daerah

Kelompok Kerja Bidang Penyusunan dan Analisa

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah
Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan

pada Sekretariat Daerah
2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah

3. Repala Bagian Kesejahteraan Rakyat
pada Sekretariat Daerah
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4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada
Sekretariat Daerah

5. Para Kepala Subbagian pada Bagian Tata
Pemerintahan Sekretariat Daerah

6. Para Kepala Subbagian pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah

7. Para Kepala Subbagian pada Bagian Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah

8. Para Kepala Subbagian pada Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah

2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Ketua : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

2. Para Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

3. INSPEKTORAT DAERAH
Ketua : Inspektur pada Inspektorat Daerah
Sekretaris : Sekretaris pada Inspektorat Daerah

Kelompok Kerja : 1. Para Inspektur Pembantu pada [nspektorat Daerah
2. Para Kepala Subbagian pada Sekretariat inspektorat

Daerah
3. Unsur Jabatan Fungsional Tertentu pada
Inspektorat Daerah
B. DINAS DAERAH
1. DINAS PENDIDIKAN
Ketua : Kepala Dinas Pendidikan
Sekretaris ! Sekretaris pada Dinas Pendidikan

Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan
2. Para Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan
3. Para Kepala Subbagian pada  Sekretariat

Dinas Pendidikan
4. Unsur Jabatan PFungsional Umum pada
Dinas Pendidikan
2. DINAS KESEHATAN
Ketua : Kepala Dinas Kesehatan

Sekretaris : Sekretaris pada Dinas Kesehatan



Kelompok Kerja :

3. DINAS SOSIAL
Ketua

Sekretaris

Kelompok Kerja

i
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Para Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan

2. Para Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan

3. Para Kepala Subbagian pada Sekretariat
Dinas Kesehatan

4. Unsur Jabatan Fungsional Umum  pada
Dinas Kesehatan

Kepala Dinas Sosial

Sekretaris pada Dinas Sosial

1.
=,
3.

4.

Para Kepala Bidang pada Dinas Sosial
Para Kepala Seksi pada Dinas Sosial

Para Kepala Subbagian pada  Sekretanat
Dinas Sosial

Unsur Jabatan  Fungsional Umum  pada
Dinas Sosial

4. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Ketua
Sekretaris

Kelompok Kerja

Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1.

2.

3.

4.

Para Kepala Bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Para Kepala Seksi pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Para  Kepala Subbagian pada  Sekretariat
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Unsur Jabatan  Fungsional Umum pada
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ketua
Sekretaris

Kelompok Kerja :

Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

1.

Para Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

Para Kepala Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Pt?.ra Kepala Subbagian pada  Sekretariat
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Upsur Jabatan Fungsional Umum  pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
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6. DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Ketua :  Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Sekretaris . Sekretaris pada Dinas Perumahan dan Permukiman
Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Perumahan dan
Permukiman
2. Para Kepala Seksi pada Dinas Perumahan dan
Permukiman

3. Para Kepala Subbagian pada  Sekretariat
Dinas Perumahan dan Permukiman

4. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada
Dinas Perumahan dan Permukiman

7. DINAS KETAHANAN PANGAN
Ketua _ : Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Sekretaris : Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan

Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan
2. Para Kepala Seksi pada Dinas Ketahanan Pangan

3. Para Kepala Subbagian pada  Sekretariat
Dinas Ketahanan Pangan

4. Unsur Jabatan  Fungsional Umum  pada
Dinas Ketahanan Pangan

8. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Sekretaris : Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup

Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup
2. Para Kepala Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup

3. Para  Kepala Subbagian pada Sekretariat
Dinas Lingkungan Hidup

4. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada

Dinas Lingkungan Hidup
9. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Ketua * Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sekretaris ! g?h;etaﬂa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
1p

Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

2. Para Kepala Seksi pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
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3. Para Kepala Subbagian pada  Sekretariat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4, Unsur Jabatan  Fungsional Umupa pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

10. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Ketua
Sekretaris

Kelompok Kerja :

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

1. Para Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

2. Para Kepala Seksi pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

3. Para Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

4. Unsur Jabatan Fungsional Umum  pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

11. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Ketua

Sekretaris

Kelompok Kerja :

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Sekretaris pada Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

1. Para Kepala Bidang pada Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdavaan
Ferempuan dan Perlindungan Anak

2. Para Kepala Seksi pada Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

3. Para Kepala Subbagian pada Sekretariat
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

4. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

12. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Ketua

Sekretaris

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika




13.

14.

15.
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Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan
Informatika

2. Para Kepala Seksi pada Dinas Komunikasi dan
Informatika

3. Para Kepala Subbagian pada  Sekretariat
Dinas Komunikasi dan Informatika

4. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada
Dinas Komunikasi dan Informatika

DINAS PERHUBUNGAN
Ketua : Kepala Dinas Perhubungan
Sekretaris : Sekretaris pada Dinas Perhubungan

Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan
2. Para Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan
3. Para  Kepala Subbagian pada  Sekretariat

Dinas Perhubungan
4. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada
Dinas Perhubungan
DINAS KOPERASI DAN VKM
Ketua : Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Sekretaris : Sekretaris pada Dinas Koperasi dan UKM

Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Kaperasi dan UKM
2. Para Kepala Seksi pada Dinas Koperasi dan UKM

3. Para Kepala Subbagian pada Sekretariat
Dinas Koperasi dan UKM

4. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Dinas
Koperasi dan UKM

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Sekretaris 1 Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu

Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu

2. Para Kepala Seksi pada Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu

3. Para Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

4. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
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16. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Ketua
Sekretaris

Kelompok Kerja

2.

Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga
Sekretaris pada Dinas Pemuda dan Olah Raga
1.

Para Kepala Bidang pada Dinas Pemuda dan
Olah Raga

Para Kepala Seksi pada Dinas Pemuda dan
Olah Raga

Para  Kepala Subbagian pada  Sekretariat
Dinas Pemuda dan Olah Raga

Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Dinas
Pemuda dan Olah Raga

17. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Ketua
Sekretaris

Kelompok Kerja

1.

Sekretaris pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Para Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

Para Kepala Seksi pada Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

Para Kepala Subbagian pada  Sekretariat
Dinas Pariwisata dan Kebudayvaan

Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan

18. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Ketua
Sekretaris

Kelompok Kerja :

Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Para Kepala Bidang pada Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan

Para Kepala Seksi pada Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan

Para  Kepala Subbagian pada  Sekretariat
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan

19. DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan

Ketua
Sekretaris
Kelompok Kerja

Sekretaris pada Dinas Perikanan dan Peternakan

1.

Para Kepala Bidang pada Dinas Perikanan dan
Peternakan




2.

3.

4.
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Para Kepala Seksi pada Dinas Perikanan dan
Peternakan

Para Kepala Subbagian pada  Sekretariat
Dinas Perikanan dan Peternakan

Unsur Jabatan Fungsional Umum pada
Dinas Perikanan dan Peternakan

20. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA

21.

22.

MINERAL

Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan
Sumber Daya Mineral

Sekretaris : Sekretaris pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Energi dan Sumber Daya Mineral

Kelompok Kerja : 1.

2.

DINAS PERTANIAN

Para Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

Para Kepala Seksi pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

Para  Kepala Subbagian pada  Sekretariat
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan
Sumber Daya Mineral

Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber
Daya Mineral

Ketua ¢ Kepala Dinas Pertanian

Sekretaris : Sekretaris pada Dinas Pertanian

Kelompok Kerja : 1.
2.
3.

4,

Para Kepala Bidang pada Dinas Pertanian
Para Kepala Seksi pada Dinas Pertanian

Para  Kepala Subbagian pada Sekretariat
Dinas Pertanian

Unsur  Jabatan  Fungsional Umum pada
Dinas Pertanian

DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Ketua : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Sekretaris i Sekretaris pada Dinas Pemadam Kebakaran

Kelompok Kerja : 1.

Para Kepala Bidang pada Dinas Pemadam
Kebakaran

Para Kepala Seksi pada Dinas Pemadam Kebakaran

Para Kepala Subbagian pada Sekretarat
Dinas Pemadam Kebakaran

Unsur  Jabatan Fungsional Umum pada
Dinas Pemadam Kebakaran
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23. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Ketua
Sekretarnis

Kelompok Kerja

C. BADAN DAERAH

Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja

1

Para Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong
Praja

Para Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja
Para Kepala Subbagian pada Sekretariat Satuan
Polisi Pamong Praja

Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Satuan
Polisi Pamong Praja

1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Ketua

Sekretaris

Kelompok Kerja :

Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah

2.

3.

9.

Para Kepala Bidang pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Para Kepala Subbidang pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Para  Kepala Subbagian pada  Sekretariat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Unsur Jabatan Fungsional Umum  pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2. BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat

Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Diklat

Ketua
Sekretaris
Kelompok Kerja

:

Para Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian dan
Diklat

Para Kepala Subbidang pada Badan Kepegawaian
dan Diklat

Para Kepala Subbagian pada  Sekretariat
Badan Kepegawaian dan Diklat

Unsur Jabatan Fungsional Umum pada
Badan Kepegawaian dan Diklat

3. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah

Ketua
Sekretaris
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Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

2. Para Kepala Subbidang pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

3. Para Kepala Subbagian pada Sekretariat
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

4. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

4. BADAN PENDAPATAN DAERAH

Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah
Sekretaris : Sekretaris pada Badan Pendapsatan Daerah
Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Badan Pendapatan
Daerah
2. Para Kepala Subbidang pada Badan Pendapatan
Daerah

3. Para Kepala Subbagian pada  Sekretariat
Badan Pendapatan Daerah

4. Unsur Jabatan Fungsional Umum  pada
Badan Pendapatan Daerah

5. PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

Sekretaris : Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

2. Para Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

3. Para Kepala Subbagian pada  Sekretariat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

6. RUMAH SAKIT UMUM dr, SLAMET
Ketua :  Direktur Rumah Salit Umum Daerah dr. Slamet

Sekretaris : Wakil Direktur Umum pada Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Slamet

Kelompok Kerja : 1. Wakil Direktur Keuangan pada Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Slamet

2, Wakil Direktur Pelayanan pada Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Slamet
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Para Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Slamet

Para Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Slamet

Para Kepala Subbagian pada Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Slamet

Para Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Slamet

Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Slamet

7. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Ketua
Sekretaris
Kelompok Kerja

Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangea dan Politik

1.

2.

Para Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik

Para Kepala Subbidang pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

Para Kepala Subbagian pada Sekretariat Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik

Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik

D. KECAMATAN DAN KELURAHAN

1. KECAMATAN
Ketua

Sekretaris
Kelompok Kerja

2. KELURAHAN
Ketua

Sekretaris

Kelompok Kerja

Camat

Sekretaris pada Kecamatan

X,
2.
3.

Para Kepala Seksi pada Kecamatan

Para Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan
Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Kecamatan

Lurah

Sekretaris pada Kelurahan

1.
2.

Para Kepala Seksi pada Kelurahan
Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Kelurahan

WAKIL BUP, ARUT

BUD



